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ABSTRAK 
 
 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan 
perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Tujuan hidup berkeluarga adalah memperoleh kebahagiaan. Tak ada 
satupun keluarga yang menginginkan kehidupan keluarganya berantakan (broken 
home). Dalam ajaran Islam keluarga bahagia kerapkali disebut sebagai keluarga 
sakinah.  
 Masyarakat sebagai kumpulan dari keluarga menginginkan berada dalam 
kondisi yang adil, makmur, aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, ide untuk 
menciptakan masyarakat masyarakat madani, sebuah gambaran tentang 
masyarakat sukses yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. disambut 
dengan hangat.  
 Permasalahannya adalah: pertama, bagaimana mewujudkan keluarga 
sakinah menurut perspektif UU No.1 Tahun 1974? Kedua, dapatkah keluarga 
sakinah dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 itu menjadi tonggak bagi 
eksistensi masyarakat madani dan bagaimana cara mewujudkannya? 
 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik dokumentasi, baik yang primer maupun yang 
sekunder. Hasil telaahan dari dokumen-dokumen itu dicatat dalam komputer 
sebagai alat bantu pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, 
dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih 
terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah 
seleksi data (reduksi) usai, dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu 
menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, 
juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji 
kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan hermeneutika 
hukum. Setelah proses diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan.  
  Perkawinan yang didasarkan atas UU No.1 Tahun 1974 dapat melahirkan 
keluarga sakinah. Keluarga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 
Kumpulan keluarga sakinah yang membentuk sebuah masyarakat dapat 
mewujudkan masyarakat madani. Sebuah masyarakat ideal yang dicita-citakan 
oleh masyarakat Islam dan masyarakat dunia pada umumnya. Masyarakat yang 
adil, makmur, aman, tenteram dan damai. 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
LEMBAR VALIDASI 
 
 
Proposal Penelitian 
Saudara 
: Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 
 Judul   : PERKAWINAN, KELUARGA SAKINAH   DAN 
MASYARAKAT MADANI (Studi Analisis tentang 
Hukum Keluarga Islam Perspektif UU No.1 Tahun 
1974) 
 
Telah diseminarkan 
oleh 
: Fakultas Syari‟ah IAIN Surakarta. 
Pada hari, tanggal  :               ,       September 2014 
Dengan hasil proposal : a. Disetujui untuk diteliti tanpa revisi 
b. Disetujui untuk diteliti dengan revisi 
 
revisi Proposal Penelitian Berbasis Program Studi dengan arahan seminar telah 
dijalankan dan dapat diterima oleh para peserta seminar, yang terdiri: 
 
1. ______________________  1 __________________________ 
2. ______________________  2 __________________________ 
3. ______________________  3 __________________________ 
4. ______________________  4 __________________________ 
5. ______________________  5 __________________________ 
 
 
 
   Sukoharjo,          September 2014. 
   Ketua  Lembaga Penelitian 
   IAIN Surakarta, 
 
 
   Hery Setiyatna, M.Pd.                          
   NIP. 19691029 200003 1 001      
  
iv 
 
LEMBAR PENGESAHAN 
 
 
Judul                
  
  
  
: PERKAWINAN, KELUARGA SAKINAH   DAN 
MASYARAKAT MADANI (Studi Analisis 
tentang Hukum Keluarga Islam Perspektif UU 
No.1 Tahun 1974) 
 
Peneliti  : Drs. Abdul Aziz, M.Ag. 
 
Jurusan/Fakultas
  
: Al-Ahwal al-Syakhshiyyah /Syari‟ah  
 
Lama Penelitian : 3 bulan 
 
Telah divalidasi di
  
: Prodi Al-Ahwal al-Syakhshiyyah /Syari‟ah IAIN  
Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 
 
Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2014 
 
Total Biaya 
Penelitian 
: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 
 
 
   
        
   
  
   
 
   Sukoharjo,      Agustus 2014 
   Ketua  Lembaga Penelitian 
   IAIN Surakarta, 
 
 
 
   Hery Setiyatna, M.Pd.                          
   NIP. 19691029 200003 1 001       
v 
 
KATA PENGANTAR 
 
 Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini tepat pada 
waktunya. Laporan penelitian yang berjudul ”PERKAWINAN, KELUARGA 
SAKINAH DAN MASYARAKAT MADANI (Studi Analisis tentang Hukum 
Keluarga Islam Perspektif UU No.1 Tahun 1974)” ini merupakan laporan 
penelitian bermutu kompetitif yang dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta Tahun 
2014 berdasarkan SK Rektor No. 1784 Tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014 dan SK 
Dekan No. 008 C Tahun 2014 Tanggal 14 Mei 2014..  
Sebagaimana tercermin dalam judulnya, tema pokok penelitian ini adalah 
tentang konsep perkawinan, keluarga sakinah dan masyarakat madani yang 
peneliti analisis dari perspektif UU No.1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum 
keluarga Islam di Indonesia. 
 Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menambah khasanah 
kepustakaan dalam dunia akademis, tapi lebih dari itu dapat menjadi acuan 
peneliti mendatang yang ingin melakukan penelitian tentang Hukum Keluarga 
Islam. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam dunia praktis, semisal di Pengadilan Agama.  
Penelitian ini tidak akan selesai tanpa dorongan dari berbagai pihak. 
Utamanya keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Surakarta khususnya 
Lembaga Penelitian IAIN Surakarta. Kepada mereka semua kami ucapkan terima 
kasih. 
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, karenanya saran dan kritik 
konstruktif sangat kami harapkan dari pembaca sebagai acuan untuk memperbaiki 
penelitian ini di masa datang.  
 
         Surakarta,      Agustus  2014 
         
                Peneliti 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan 
perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Tujuan hidup berkeluarga adalah memperoleh kebahagiaan. Tak ada 
satupun keluarga yang menginginkan kehidupan keluarganya berantakan (broken 
home). Ketika sepasang suami-isteri tertimpa prahara dalam kehidupan rumah 
tangganya. Mereka akan selalu berupaya dengan berbagai macam cara agar 
keluarganya tetap bertahan dalam keutuhan. Mereka tidak akan rela 
kebahagiaanya terenggut. Terlebih mereka yang telah memiliki keturunan. 
Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana psikologi anak-anak mereka jika 
keutuhan rumah tangganya terganggu. 
 Dalam ajaran Islam keluarga bahagia kerapkali disebut sebagai kelurga 
sakinah. Istilah keluarga sakinah  berasal dari dua kata, 
yakni: “keluarga” dan “sakinah”. Bagaimana teori keluarga sakinah dibangun? 
Dan bagaimana cara menggapai keluarga sakinah dalam kehidupan berumah 
tangga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini dibahas 
tentang konsep keluarga sakinah dan cara menggapainya dalam kehidupan 
berumah tangga.  
 Masyarakat sebagai kumpulan dari keluarga menginginkan berada dalam 
kondisi yang makmur, aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, ide untuk 
menciptakan masyarakat masyarakat madani, sebuah gambaran tentang 
masyarakat sukses yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. disambut 
dengan hangat. Namun tidak mudah kita menemukan tulisan yang menerangkan 
cara mencapainya.  
 Islam menghendaki agar pilar-pilarnya dibangun pertama kali di dalam 
dada individuà kemudian di dalam sebuah rumah tangga kemudian dalam sebuah 
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masyarakat kemudian sebuah negara sebelum akhirnya tegak di seluruh alam 
semesta ini. 
 Keluarga merupakan salah satu elemen yang akan membangun sebuah 
masyarakat, dan seperti tadi telah disebutkan, menegakkan Islam dalam keluarga 
merupakan salah satu tahapan dalam mewujudkan cita-cita Islam. Dengan 
pemahaman tentang ini tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa sebuah 
keluarga sakinah  adalah cerminan sebuah masyarakat madani. 
Sedangkan masyarakat madani merupakan standar Islami tentang sebuah 
masyarakat yang ”makmur, aman, tenteram dan damai”. 
 Kira-kira apakah ciri-ciri persamaannya dan apakah cara mewujudkannya 
juga akan sama dengan cara mewujudkan karakteristik masyarakat madani? 
Beberapa karakteristik masyarakat madani yang tumbuh dari kumpulan keluarga 
sakinah antara lain adalah keluarga robbani, keluarga yang cinta ilmu, keluarga 
yang cinta damai, dan keluarga yang egaliter. 
 Sebagaimana salah satu ciri  masyarakat madani adalah bersifat  Rabbani, 
maka keluarga sakinah  juga berciri rabbani. Artinya, di dalam keluarga / 
masyarakat tersebut setiap anggotanya berusaha untuk berlomba di dalam upaya 
mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai Perekat utama keluarga/ 
masyarakat. Mereka menyadari betul bahwa hanya Allah sajalah yang pantas di 
jadikan tempat meminta bagi terwujudnya kebahagiaan bersama. Sebab mereka 
meyakini firman Allah sebagai berikut: 
“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)nama-Nya kamu 
saling meminta satu sama lain, dan(peliharalah) hubungan silaturrahim.” (4:1) 
Sebuah keluarga sakinah tidak pernah menjadikan variabel keduniaan sebagai 
faktor utama munculnya soliditas internal keluarga. Mereka juga percaya bahwa 
hanya dengan taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah) dan 
menegakkan aturan Allah sajalah maka kebahagiaan, kasih-sayang dan kecintaan 
sejati akan dirasakan di dalam keluarga. Suatu bentuk kebahagiaan yang tidak 
dibatasi selama hidup di dunia semata, melainkan jauh hingga berkumpul kembali 
di akhirat. Demikian juga dalam masyarakat madani di mana hukum Allah 
ditegakkan dengan sempurna. 
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 "Iqra" (QS. 96 : 1 )Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Saw adalah 
ayat tadi: ” Bacalah!”, pelajarilah! 
Keluarga sakinah adalah keluarga yang cinta ilmu, seperti juga masyarakat 
madani. Mereka saling belajar dan saling mengajarkan, antara yang tua kepada 
yang muda maupun sebaliknya. Keluarga yang menghargai ilmu sehingga 
menempatkan ahli ilmu di tempat yang dihormati, mencari ilmu dan 
mengajarkannya, serta kemudian bersyukur kepada Allah atas ilmu dan berkah 
ilmu, dan menggunakannya di jalan Allah. Keluarga sakinah tidak 
bersikap jumud maupun liberal dalam mensikapi ilmu. Seorang bapak 
menganjurkan anaknya untuk menuntut ilmu, membiayainya, kemudian juga 
menghormati anaknya yang mau membagi ilmu itu kepadanya dan siap menerima 
nasehat anaknya dengan ilmu yang dia (anak itu) pelajari dari gurunya. Bahkan 
sebelum itu sang bapak-lah yang mencarikan guru terbaik untuk anaknya itu. 
Singkatnya keluarga sakinah/ rabbani terdiri dari anggota keluarga yang telah 
manghayati sabda Rasulullah saw berikut: 
“Barangsiapa ingin berhasil di dunia, tuntutlah ilmu. Barangsiapa ingin berhasil 
di akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barangsiapa ingin berhasil di dunia dan di 
akhirat, tuntutlah ilmu.” 
Meskipun demikian anggota keluarga sakinah tetap berpegang pada prinsip : 
”pendapat siapapun dapat diterima dan ditolak, kecuali dari Allah dan RasulNya 
yang kita terima tanpa keraguan”. 
 Keluarga sakinah, seperti juga masyarakat madani, selalu berusaha untuk 
tampil sebagai rahmat bagi sekelilingnya. Dalam lingkungan yang kecil di dalam 
keluarga, suasana saling cinta mendasari hubungan antara mereka. Kakak dan 
adik saling cinta, bapak dan ibu menjadi teladan mereka. Bahkan dengan anggota 
keluarga temporer (misalnya pembantu rumahtangga) juga disayangi seperti 
keluarga sendiri, tidak direndahkan dan dianggap sebagai orang suruhan belaka. 
Di lingkungan yang lebih besar di luar rumah, di antara tetangga, anggota-anggota 
keluarga sakinah memperlihatkan sikap dan sifat yang sama, bersikap santun 
kepada tetangga, tukang jualan, tukang sampah, penunggu warung, dan siapa saja 
yang ada di lingkungannya. Anak-anak keluarga sakinah akan dikenali dari 
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akhlaknya yang santun, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, tidak suka 
mengganggu atau merugikan orang lain, jujur ketika berjual beli dan bertutur-
kata. Siapapun yang melihat mereka akan berharap anak mereka-pun bersikap 
serupa, karena kesantunan dan kebaikan akhlak mereka. Anak-anak seperti ini 
akan menjadi cahaya mata bagi orang tua mereka, bahkan juga bagi 
lingkungannya. Siapapun akan bangga memiliki warga seperti mereka. 
Singkatnya mereka berusaha meneladani Rasulullah saw dalam hal yang Allah 
isyaratkan di dalam firman-Nya: 
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.” (21:107) 
 Keluarga sakinah selalu berusaha mewujudkan suasana “sama tinggi sama 
rendah” di dalam rumah. Setiap anggota keluarga tidak hanya dikenalkan 
kewajiban yang harus dipenuhinya, melainkan juga diberitahu akan hak-hak yang 
dimilikinya. Baik ayah, suami, ibu, isteri maupun anak-anak bahkan pembantu 
menyadari bahwa ia memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dipenuhi. Dan fihak 
pertama yang harus memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi adalah kepala 
keluarga. Bukanlah sebuah miniatur masyarakat Islami atau madani bila yang 
memperoleh pemenuhan hak hanya sang ayah atau suami sedangkan anak dan 
isteri hanya punya daftar kewajiban. Misalnya dalam hal saling menasehati. 
Bukan hanya ayah kepada anak atau ibu kepada anak atau suami kepada isteri 
terdapat hak menasehati. Melainkan sebaliknya hendaknya dipastikan bahwa 
anakpun boleh dan dijamin memberikan nasehat kepada orang-tua atau isteri 
menasehati suami. Inilah miniatur masyarakat Islami dan madani. Ketika Umar 
bin Khattab berdiri di depan ummat pada hari dilantiknya menjadi khalifah, maka 
bangunlah seorang lelaki mengangkat pedangnya tinggi-tinggi seraya berujar: 
“Hai Amirul mu‟minin, seandainya perjalanan kepemimpinanmu melenceng dari 
garis ketentuan Allah dan RasulNya, niscaya pedangku ini akan meluruskanmu.” 
Maka dengan  rendah hatinya Umar menjawab: “Alhamdulillah ada seorang lelaki 
ditengah umat yang Umar pimpin akan meluruskanku tatkala aku menyimpang.” 
Dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang menuduh lelaki tersebut sebagai 
tidak percaya atau tidak tsiqohakan kepemimpinan Amirul mu‟minin Umar bin 
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Khattab ra. Justeru ke-tsiqah-annya kepada Umar menyebabkan lelaki tersebut 
begitu leluasanya menyampaikan aspirasi secara asli dan apa adanya. Hal ini 
menunjukkan betapa egaliternya suasana masyarakat Islam kala itu. Dan setiap 
warga menjadi seperti itu karena lahir dari keluarga-keluarga yang memang sejak 
dini menanamkan nilai-nilai egaliter di rumah masing-masing. 
 
B. Identifikasi Masalah 
  Setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain. Tetapi 
ada beberapa hal umum yang terjadi dalam setiap pernikahan. Berikut beberapa 
masalah yang paling sering dihadapi pasangan dalam kehidupan pernikahan 
mereka, seperti dilansir Mag for Women. 
1. Kepribadian yang tidak cocok 
 Berbeda kepribadian tampak tidak menjadi masalah ketika sedang jatuh cinta. 
Biasanya kita cenderung menyukai orang yang berbeda dengan kita. Tapi ketika 
menikah, itu bisa menjadi awal dari perang dan masalah yang tidak pernah 
berakhir. Masalah akan memburuk terutama bila kedua pihak keras kepala dan 
tidak mudah menyerah. 
2. Kurangnya pemahaman 
  Meskipun pasangan menikah menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi 
ruang yang sama, dan banyak hal lain, mereka juga bisa kurang memahami satu 
sama lainnya akibat kurangnya keintiman atau komunikasi. Masalah timbul ketika 
dua orang tinggal bersama dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh yang 
lainnya. 
3. Kebosanan 
Ini adalah masalah paling umum dan berbahaya yang dihadapi oleh pasangan 
menikah. Kebosanan bisa sangat merusak hubungan apa pun, baik  masih dalam 
tahap berpacaran maupun sudah menikah. Kebosanan menyebabkan masalah 
seperti perselingkuhan, ketidakpedulian, dan banyak lagi. Selalu dianjurkan untuk 
mengubah rutinitas hidup Anda untuk memutus kegiatan yang monoton. 
4. Berbagi pekerjaan rumah tangga 
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 Ini adalah salah satu masalah yang tampaknya tidak memiliki solusi. Bersama 
dengan norma-norma gender sosial dan tekanan pekerjaan tembahan di kantor, 
sulit bagi pria dan wanita untuk berbagi pekerjaan rumah tangga yang sama atau 
setidaknya adil bagi keudanya. Masalah tidak akan muncul jika pasangan menikah 
membahas dengan jelas tugas masing-masing, namun tidak ada larangan jika 
Anda mengerjakan pekerjaannya dan sebaliknya. 
5. Memiliki kehidupan yang terpisah 
  Pernikahan menjadi langgeng ketika ada rasa hormat terhadap privasi dan ruang 
setiap individu. Tapi kadang-kadang, konsep ruang dan privasi bisa menjadi 
konyol dalam pernikahan dan menyebabkan pasangan memiliki kehidupan yang 
terpisah. Ini adalah masalah yang banyak dihadapi oleh pasangan menikah.
1
 
 
C.  Pembatasan Masalah 
 Dari beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti 
membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan perkawianan, keluarga sakinah 
dan kaitannya dengan masyarakat madani. Perkawinan dimaksud adalah 
perkawinan sebagaimana dalam konsep hukum keluarga Islam dalam perspektif 
UU No.1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini, konsep perkawinan berbagai agama 
dan adat sebagaimana dipahami oleh kalangan agama-agama dan adat yang 
berkembang dan berlaku di Indonesia juga dibahas. Ini dimaksudkan sebagai 
komparasi dan sebagai rentetan sejarah yang tidak bisa dikesampingkan.  
 
D. Perumusan Masalah 
 Masyarakat sebagai kumpulan dari keluarga menginginkan berada dalam 
kondisi yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Oleh karena itu, ide untuk 
menciptakan masyarakat madani, sebuah gambaran tentang masyarakat sukses 
yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. disambut dengan hangat. 
Untuk itu, masyarakat modern di berbagai belahan dunia menciptakan beberapa 
cara dan aturan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga agar terwujud cita-
                                                          
 
1
 http://lifestyle.okezone.com/read/2013/09/23/196/870506/lima-masalah-paling-umum-
dalam-pernikahan/large, diakses 20/08/2014 
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cita masyarakat ideal tersebut. Di Indonesia misalnya, diterbitkan UU No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Fenomena ini menimbulkan beberapa permasalahan 
yang memerlukan pemecahan. Penelitian ini mencoba menjawab dua 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana perkawinan yang dapat mewujudkan keluarga sakinah dalam 
perspektif UU No.1 Tahun 1974? 
2. Dapatkah keluarga sakinah menurut perspektif UU No.1 Tahun 1974 menjadi 
tonggak bagi masyarakat madani dan bagaimana cara mewujudkannya? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui sistem perkawinan yang dapat mewujudkan keluarga sakinah 
dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974? 
2. Menggali sistem keluarga sakinah menurut perspektif UU No.1 Tahun 1974 
yang menjadi tonggak bagi masyarakat madani dan cara mewujudkannya? 
 
F. Manfaat Penelitian 
   Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, 
peneliti berpendapat bahwa judul tentang Perkawinan, Keluarga Sakinah dan 
Masyarakat Madani (Studi Analisis tentang Hukum Keluarga Islam Perspektif 
UU No.1 Tahun 1974) layak untuk dikaji secara seksama. Kegunaannya tidak 
hanya untuk menjelaskan persoalan hukum keluarga Islam dalam perspektif UU 
No.1 Tahun 1974, tetapi lebih dari itu untuk mencermati implikasi-implikasi yang 
menyertainya dalam hukum serta relevansinya dengan hak asasi manusia yang 
dapat mewujudkan sebuah masyarakat madani.  
   Penelitian ini juga penting bagi pengembangan perspektif fiqh 
kontemporer dalam rangka rekonstruksi bahan-bahan kajian bidang ilmu hukum 
perkawinan modern. Maka lahirnya gagasan-gagasan masyarakat madani yang 
lahir dari kelurga sakinah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
konsiderasi penataan keilmuan hukum keluarga Islam. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori  
 
1. Perkawinan  
 Kata perkawinan merupakan transliterasi dari kata nikah yang berasal dari 
bahasa arab. Makna kata nikah dapat ditelusuri dari berbagai aspek, antara lain 
bahasa, Alquran, hadis, ushul fiqh, fiqh dan undang-undang. Di bagian ini akan 
diuraikan makna fiqh dalam beberapa aspek tersebut.   
a) Menurut Bahasa 
 Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha – yankihu – 
nikahan
2
  yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul ( غًغنأ ىضنا)3; 
berhubungan seksual dan berhimpun ( ىضنا ٔ ءطٕنا)4; berhimpun, berhubungan 
seksual dan akad ( ذمؼنا ٔ ءطٕنا ٔ ىضنا)5. Dikatakan pula artinya saling 
memasuki/mencampuri (لخادتلا) sebagaimana dalam kalimat  تحكاىت
زاجشلأا (mengawinkan tumbuhan) apabila saling tarik menarik dan saling 
bergabung antara satu jenis tumbuhan dengan lainya;
6
 pohon-pohon tumbuh 
saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.
7
   
                                                          
 
2
 Ma‟luf, Louis. al-Munjid fi al Lugah wa al-A‟lām. Cet. XXVII; Bayrūt: Dar al-Masyriq, 
1975, hal. 836. 
 
 
3
 Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, hal. 462; Muhammad Syata 
ad-Dimyati, I‟anah al-Thalibin Juz III, Bandung: al-Ma‟arif, tt., hal. 254.  
 
 
4
 „Abdurrahman al-Jaziri,Al-Fiqh „ala Mazahibil Arba‟ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt.) 
, h. 1. 
 
 
5
 Ibn Qasim al-Ghaza, Hasyiah al-Bajuri, juz II (Semarang : Riyadh Putra) , h. 90. 
 
 
6
 Muhyidin an-Nawawi, al-Majmuu‟ Syarhu al-Muhadzdzab, Beirut: Daar al-Fikr, 1425 
H/2005 M Juz XVII, hal. 276. 
 
7
 al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, ibid.   
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 Al-Azhari mengatakan bahwa pada asalnya nikah dalam perkataan Arab 
bermakna ءطولا (al-wath‟u) yakni berhubungan seksual. Dikatakan pula bahwa 
nikah bermakna جٌوزتلا yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya 
berhubungan seksual dengan cara yang halal.
8
 Berkata al-Nawawi: “Nikah secara 
bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad nikah”, 
kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.”  
 Al-Fara‟ seorang ahli bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab 
menyebutkan kata “Nukah al-Mar‟atu”  artinya adalah organ kewanitaan. Jika 
mereka mengatakan “nakaha al-mar‟ata” artinya telah menggauli di organ 
kewanitaannya.
9
    
 Kata “nikah” juga berarti "penetration": penembusan sesuatu benda oleh 
benda lainnya. Misalnya, benih menikahi tanah atau rasa kantuk menikahi mata. 
Kata ini juga berarti dua benda saling berbelit. Misalnya, pohon nikah satu sama 
lain, berarti pohon-pohon itu saling membelit.
10
  
 Menurut al-Asqalani “nikah” berarti "merengkuh atau menembus". Jika 
dilafalkan “nukah” ini berarti kelamin wanita. Kata ini hanya digunakan dalam 
konteks melakukan hubungan seksual. Jika kata ini dihubungkan dalam 
pernikahan, maka ini berarti berhubungan seksual adalah kewajiban dalam 
pernikahan. Al-Fassi berkata, “Jika dikatakan seorang pria menikahi seorang 
wanita, berarti pria ini menikahi sang wanita, dan jika dikatakan seorang pria 
menikahi isterinya, ini berarti dia berhubungan seksual dengan isterinya.”11 
Berkata Abu Ali al-Qali: “Bangsa Arab telah membedakan dengan perbedaan 
yang tipis, yang dengan perbedaan itu akan dapat mengetahui kedudukan akad 
                                                          
 
8
 Ibnu Mandzur, Lisaanu al-„Arab, Kairo: Daar al-Ma‟arif, jilid VI, 
bab: نوىلا (Huruf Nuun), hal. 4537. 
 
9
 Nawawi, Syarh Shahih Muslim  juz 9, hal.  171 
 
 
10
 Sheik Mousa Ben Mohammed al-Kaleeby, Kamus Istilah-istilah Qur‟an dan Artinya, 
Cairo, Maktabat al-Adab, 2002. 
 
 
11
 Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asaalani, Kitab al-Nikah, Beirut, Dar al-Balagha, 
1986. 
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(pernikahan) terhadap (kehalalan) berhubungan seksual. Ketika mereka berkata: 
dia telah menikahi Fulanah atau menikahi anaknya Fulan, yang mereka 
maksudkan adalah akad perkawinan. Ketika mereka mengatakan telah menikahi 
perempuannya atau isterinya, mereka tidak bermaksud mengatakan selain 
berhubungan seksual”12  
b) Dalam Alquran 
 Dalam Alquran kata “nikah” dalam  berbagai bentuknya  ditemukan  
sebanyak  23 kali.
13
 Kata ini sebagaimana telah diuraikan kadang digunakan untuk 
menyebut akad nikah, tetapi kadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan 
seksual. Kata nikah yang berarti akad nikah, misalnya ayat: 
 ا ٕمُن مِذ مْؼمَر الَّمَأ مْىمُزمْف مِخ ٌمْ مِئمَف مَعبمَث مُس ٔمَ  مَس مَلَمُص ٔمَ  ىمَُمْض مَي مِءب مَسُِّنا ٍمَ مِي مْى مُكمَن مَةبمَط ب مَي إ مُؾمِكَمْ بمَف ى مَيبمَزمٍَمْنا ًمِف ا ٕمُط مِسمْممُر الَّمَأ مْىمُزمْف مِخ ٌمْ مِإ ٔمَ
ا ٕمُنٕ مُؼمَر الَّمَأ ىمََ مْدمَأ مَكمِن مَر مْى مُكمَُب ًمَ ٌمْ مَأ مْذمَكمَه مَي ب مَي ٔمْ مَأ ًح مَذ مِؽا ٕمَ مَف 
 “Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”14 
Ayat lain, misalnya: 
 ًلَ ٍمِج مَ  مَءب مَ ٔمَ  ًبزمْم مَي ٔمَ  ًخ مَ مِؽبمَف ٌمَ ب مَ  مُ ّا َمِإ مَ مَه مَ  مْذمَل ب مَي الَّمِإ مِءب مَسُِّنا ٍمَ مِي مْى مُ مُابمَث  مَؼ مَكمََ ب مَي إ مُؾمِكُمْ مَر مَلَّ ٔمَ  
 “Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah 
melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh).” 15 
Kata nikah yang berarti hubungan seksual, misalnya ayat: 
 ب ًمَ ٍمِممٌُ ٌمْ مَأ با ُمَظ ٌمْ مِإ ب مَؼ مَعا مَشمَزمٌَ ٌمْ مَأ ب ًمَ ٓمِ ٍمْ مَه مَػ مَػبمَُ مُع مَلَمَف بمَ ٓمَماهمَط ٌمْ مِئمَف مُِ مَشٍمْ مَغ بًع ٔمْ مَص مَؼمِكُمْ مَر ىاز مَؽ مُذ مْؼمَث ٍمْ مِي مُ ّمَن ُّم مِؾمَر مَلَمَف بمَ ٓمَماهمَط ٌمْ مِئمَف
 ٌمَ ٕ ًمُ مَه مْؼمٌَ مٍو ٕمْ مَممِن بمَ ٓمُ ُِّ ٍمَجمٌُ مِ ا  مُدٔمُذ مُؽ مَكمْهمِر ٔمَ  مِ ا  مَدٔمُذ مُؽ 
                                                          
12
 http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16994.shtml, diakses pada 27-05-2014 
  
 
13
 al-Baqiy, Muhammad Fuad „Abd. al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran al-Karim. 
Cet. III; Dar al-Fikr, t.th., hal. 889. 
 
14
 Qs. an-Nisa‟ [4] : 3 
 
15
 QS. al-Nisa [4]: 22 
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“ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan 
seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan 
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 
yang (mau) mengetahui.” 16 
 Arti nikah pada ayat di atas adalah al-wath-u atau al-jima‟u (melakukan 
hubungan seksual), bukan akad nikah.
17
 Karena seseorang tidak disebut suami, 
kecuali kalau sudah melakukan akad nikah. 
 Seorang isteri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga 
kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan “ 
nikah “ dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum 
kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan “ nikah “ dengan suami yang 
kedua, maksudnya adalah melakukan “ hubungan seksual “.18 
c) Dalam Hadis 
 Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual pada ayat di atas dikuatkan 
oleh hadis Aisyah radhiyallahu „anha : 
 مِ ا  مُلٕمُ مَس مَممِئ مُ  مْذمَنبمَل مَخ مَ مِئب مَػ ٍمْ مَػ-ىه ٔ ٍّهػ  ىهص - مُ ّمَرمَأ مَش مْيا مَكاهمَط مٍم مُع مَس ٍمْ مَػ - ًبصمَلَمَص ىمُِ مْؼمٌَ - بًع ٔمْ مَص مْذ مَع ٔا مَضمَزمَف
 ُّىمِجاُنا مَلبمَل مْذمَنبمَل مِل ٔا مَلأا بمَٓ مِع ٔمْ مَضمِن ُّم مِؾمَرمَأ بمَٓ مَؼمِلا ٕمَ مٌُ ٌمْ مَأ مَممْجمَل بمَ ٓمَماهمَط اىمُص بمَ ٓمِث مَم مَخمَذمَف مُِ مَشٍمْ مَغ-ىه ٔ ٍّهػ  ىهص - ُّم مِؾمَر مَلَّ
بمَ ٓمَزمَهٍمْ مَس مُػ مَقٔمُزمٌَ ٔمَ  مِش مَخَا مَخمَهٍمْ مَس مُػ مَقٔمُزمَر ىاز مَؽ مِل ٔا مَلأمِن  
                                                          
16
 QS. al-Baqarah [2]: 230 
 
17
 Ibnu Qudamah mengatakan: “ Disebutkan bahwa lafaz nikah di dalam Alquran tidak 
ada yang artinya melakukan hubungan seksual, kecuali firman Allah subhanahu wa ta‟ala : “ hatta 
tanhika zaujan ghairahu ( QS. al-Baqarah [2] : 230 ) “.Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 7, Dar al-
Kitab al-Arabi, hal. 333,  
 
18
 Ibnu al-Arabi mengatakan bahwa Sa‟id bin al-Musayib berpendapat  bahwa seorang 
perempuan yang telah dicerai suaminya tiga kali, maka dia menjadi halal lagi bagi suaminya yang 
pertama, jika sudah melakukan akad nikah dengan suami yang kedua, tanpa harus melakukan 
hubungan seksual dengannya berdasarkan zahir dari ayat di atas (QS. al-Baqarah [2]: 230 ), 
kemudian Ibnu al-Arabi membantah pendapat tersebut. Ibnu al-Arabi, Ahkam al-Qur‟an, juz: 1, 
hal. 267.. 
 Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa istri yang sudah dicerai 3 kali, 
harus melakukan hubungan seksual dengan suami yang kedua sebelum kembali kepada suami 
yang pertama. Muhammad Syamsul al-Haq al –Adhim Abadi, Aun al-Ma‟bud, juz 6, hal. 301.  
12 
 
“ Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
mengenai seorang laki-laki yang mencerai isterinya tiga kali, kemudian wanita 
tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya 
kemudian ia mencerainya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi 
suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan 
manisnya (hubungan seksua) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) 
juga merasakan manisnya (hubungan seksual) dengannya." 
19
 
 Contoh dari hadis yang menunjukan bahwa arti nikah adalah melakukan 
hubungan seksual adalah sabda Rasulullah shalallahu a‟alaihi wa sallam : 
ػبمَكُِّنا الَّإ مٍء ًمْ مَش اممُ  ا ٕمْ مُؼمَُ مْصمِا 
“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang haid) kecuali nikah, 
yaitu jima‟”20 
Dalam riwayat lain disebutkan : 
عب ًمَ مِغنا مّلَّإ مٍء ًمْ مَش مّممُ  ا ٕمْ مُؼمَُ مْصا 
“ Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang haid) kecuali  
jima‟”21 
 Setelah kita mengetahui bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad 
nikah dan melakukan hubungan seksual, maka pertanyaan yang muncul adalah 
bagaimana kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan? 
Para ulama membedakan antara keduanya dengan keterangan sebagai berikut: Jika 
dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, yaitu 
fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad  nikah 
                                                          
 
19
 HR Bukhari dan Muslim. Lafadh di atas  dari riwayat Abu Daud. 
 
20
 HR. Muslim 
21
 Hadist Shahih Riwayat Ibnu Majah 
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dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki  menikah dengan isterinya, 
maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya.
22
 
 Dari berbagai makna nikah tersebut, baik ditinjau dari aspek bahasa, 
Alquran maupun Hadis, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makna itu 
bermuara pada satu makna yang sama, yaitu berhubungan seksual, berkumpul dan 
akad.  
d) Menurut Ulama Ushul Fiqh 
 Dari kedua makna nikah – akad dan hubungan seksual, para ulama 
berbeda pendapat mengenai mana yang hakikat dan mana yang majaz. Pendapat 
pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut 
akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan 
seksual. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi‟iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, 
Mutawali dan Qadi Husain.
23
 al-Zamakhsyari mengatakan, “Tidak ada maksud 
lain dari nikah dalam Alquran selain makna akad karena makna watha‟ 
(bersetubuh) hanya sebagai penjelas. Adapun jika ingin menggunakan 
lafaz kinayah (kiasan), maka dapat menggunakan kata al-mulaamasah atau al-
mumaasah (saling bersentuhan).”24 Ini juga merupakan pendapat yang dipilih 
oleh Syekh al-Utsaimin. 
25
 
 Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk 
menyebut hubungan  seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk 
                                                          
 
22
 Penjelasan ini disebutkan oleh al-Farisi dan dinukil oleh Abu Bakar bin Muhammad al 
Husaini di dalam Kifayah al-Akhyar, hal. 460. Disebutkan juga oleh Syekh al-Utsaimin di 
dalam Syarh al-Mumti‟, juz 5, hal. 79.   
 
23
 Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, Kifayah al-Akhyar, hal. 460. 
 
  
24
 Makna yang menyimpang dari makna sebenarnya. [Lihat: Ibnu Manzur, 
Lisaanu al-„Arab, Kairo: Daar al-Ma‟arif  jilid V, bab: هٍغلا (Huruf Ghain)],. hal. 3327 
 
 
25
 al-Utsaimin, Syarh al-Mumti‟, juz 5, hal. 79.   
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menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan az-
Zamakhsari, ketiganya adalah pakar bahasa Arab.
26
 
 Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah 
adalah kedua pengertian di atas. Menurut Abul Qasim al-Zajjad, Ibn Hazm, Imam 
Yahya, dan sebagian ulama ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah 
berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh 
Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad. 
e) Menurut Ulama Fiqh 
 Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna nikah secara 
istilah. Ulama klasik lebih berorientasi kepada  kehalalan hubungan seksual. 
Sebagai contoh, ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan: 
ذمػ غض ٔمُ كمّهًزن خؼـزـًنا ىضَلَّبث اذصل 
"Akad yang mengakibatkan hak memiliki bersenang-senang terhadap seorang 
wanita dengan sengaja". 
 Hak bersenang-senang maksudnya adalah suami memanfaatkan kemaluan 
isteri  beserta bagian badannya  sebagai alat bersenang-senang. Dimaksudkan 
dengan memiliki ialah kehalalan bersenang-senang, bukan memiliki sebagai milik 
kebendaan.
27
  
 Al-Jaziri mendefinisikan nikah dengan: 
ذمػ ّؼضٔ عسب نا ترشٍن ٍّهػ عبفزَا طٔضنا غضجث خعٔضنا شئب ٔ بَٓذث ٍي شٍؽ رزهزنا 
"Suatu akad yang ditetapkan syara' agar dengan akad itu suami berhak mengambil 
manfaat kemaluan isterinya dan seluruh badannya untuk bersenang-senang"
28
 
                                                          
 
26
 Pendapat Zamakhsari ini dinukil oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidhah di dalam 
komentarnya pada buku Kifayah al Akhyar, hal. 460. Beliau juga memilih pendapat ini dengan 
alasan bahwa Zamakhsari adalah ahli bahasa yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya.  
Lihat juga di Ibnu al-Mandhur, Lisan al-Arab, juz 2, hal. 626 
 
 
27
 al-Hushary, al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta'aliqatu bih, hal. 8. 
 
 
28
 Al-Jaziri dalam kitabnya Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, IV: 2 
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 Jalaluddin al-Mahalli mengatakan bahwa menurut syara‟ nikah adalah 
suatu akad yang membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz 
inkah atau tazwij. (  بػششٔ :ظٌٔضر ٔا ػبكَا عفهث ئطٔ خؽبثا ًٍضزٌ ذمػ  ) 29 
  Sementara, al-Syafi‟i mengatakan bahwa nikah adalah adakalanya suatu 
akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath‟i dengan lafaz inkah atau tazwij 
atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya ( ئطٔ كهي ًٍضزٌ ذل
بًْبُؼي ٔا ظٌٔضر ٔا ػبكَا عفهث ) 30 
  Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang 
dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat 
kenikmatan (عبزًز  لَّا خؼفُي ىهػ ظٌٔضر ٔا ػبكَا عفهث ذمػ) 31 
 Definisi di atas kesemuanya menitik beratkan kepada badan isteri sebagai 
obyek akad dan hanya meninjau dari hak dan kepentingan suami terhadap 
isterinya, tidak mengemukakan akibat akad itu yang berupa hak dan kewajiban 
yang timbal balik antara keduanya serta tujuan perkawinan. Hal ini berbeda 
dengan definisi beberapa ulama berikut. 
 Mustafa as-Siba'iy merumuskan pernikahan dengan: 
ذمػ ٍٍث معس حأشيأ   مّمؽا ّن بػشش ّزٌبغ ءب َا خطثاس حبٍؾهن خ شز ًنا مسُنأ 
"Suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dihalakan 
menurut syara' yang bertujuan menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan 
berketurunan".
32
 
 Dalam definisi ini ditegaskan bahwa akad nikah itu adalah akad antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan (dalam definisi yang dikemukkan 
fuqaha sebelumnya tidak tegas siapa yang mengadakan  akad). Sekalipun tidak 
dijelaskan mengenai akibat dari akad perkawinan yang berupa hak dan kewaiban, 
                                                          
29
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30
 Ibid, al-Mahalli,  h. 3. 
 
31
 Ibid, h. 4. 
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tetapi dalam defini ini sudah ada tujuan dari adanya akad yaitu hidup bersama dan 
berketurunan. 
 Menurut Muhammad Abu Ishrah pernikahan yaitu: 
ذمػ ذٍفٌ  مّمؽ حش ؼنا ٍٍث معشنا حأشًنأ بًَٓٔبؼرٔ  ُّذ مَؾ ـمٌُٔ بًٍٓهكنبي ٍي قٕمؽ بئ ٍّهػ ٍي دبجعأ 
"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan bergaul antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan dan mengadakan tolong menolong dan membatasi 
(menentukan) hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-
masingnya". 
 Dalam definisi ini dijelaskan bahwa perkawinan itu selain mengakibatkan 
kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi prinsip tolong 
menolong juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. 
 Shalah al-Utsaimin mengatakan bahwa secara syar‟i nikah berarti akad 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan saling menikmati 
satu sama lain, membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang damai.
 
Oleh karena itu, akad nikah tidak hanya untuk bersenang-senang melainkan pada 
saat yang sama memiliki makna yang lain. Yaitu: membangun keluarga yang 
sejahtera dan masyarakat yang damai meskipun terkadang satu tujuan 
mendominasi tujuan yang lain karena pertimbangan tertentu, sesuai kondisi 
seseorang.
 33
 
 Tampak bahwa pengertian nikah menurut istilah yang dikemukakan oleh 
para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan 
seksual. Hal ini lantaran yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik 
untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan 
yang bersifat biologis. 
f) Menurut Undang-undang  
 Menurut fuqaha, hak milik itu ada tiga macam. Pertama, milk al-raqabah, 
yaitu memiliki sesuatu secara keseluruhan, misalnya dengan jalan membeli atau 
warisan. Benda ini dapat digadaikan atau dijual oleh pemiliknya. Kedua, milk  al-
manfaat, yaitu hak memiliki manfaat suatu benda, misalnya dengan jalan 
menyewa. Si pemilik manfaat itu dapat menyewakannya atau meminjamkannya 
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kepada orang lain. Ketiga, milk al-intifa, yaitu hak memiliki penggunaan sesuatu 
benda. Si pemilik tidak berhak, selain ia sendiri yang menggunakannya. 
 Akad nikah adalah suatu akad yang menyebabkan suami mempunyai hak 
milk al-intifa atas isterinya. Oleh karena itu, timbul hak dan kewajiban antara 
suami dan isteri dalam hubungan seksual. Pertama, suami mempunyai hak 
monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya. Karena selain suaminya 
haram ikut serta merasakan kenikmatan itu. Kedua, si isteri tidak terikat dengan 
suami karena ia mempunyai karena karena ia mempunyai hak untuk dapat 
melepaskan diri dari suaminya. Ketiga, kemaluan si isteri adalah hak miliknya, 
hanya saja pemakaiannya adalah monopoli suami. Hal ini terbukti bila isteri 
terlibat watha syubhat, dialah yang berhak menerima mahar mitsil dan bukan 
suaminya. Keempat, suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi isteri 
wajib menyerahkan kemaluannya ketika diminta oleh suaminya. Kewajiban suami 
bukanlah dikehendaki akad tetapi oleh kewajiban moral. Jadi, jika suami sudah 
membuktikan pada persetubuhan yang pertama kali tidak impoten, maka sudah 
dianggap cukup memenuhi tuntutan isterinya.  
 Sebagian ulama Syafi„iyah berpendapat bahwa nikah itu bukanlah akad 
tamlik, ini milk al-intifa, melainkan akad ibahah di mana ke dua belah pihak, 
suami maupun isteri diperbolehkan saling menuntut hubungan seksual. Jadi, 
bukan hanya memberikan kepada suami saja hak penggunaan kenikmatan tetapi 
juga kepada isteri. Dengan demikian isteri berhak menuntut hubungan seksual 
dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak 
menuntut hubungan seksual dari isterinya.
34
   
 Pendapat ini tampaknya yang diikuti oleh Undang-undang No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin 
antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
35
 
                                                          
 
34
 Sudaryo el-Kamali, Fiqh Munakahat, Diktat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, 
Pekalongan, ttp., hal. 3-4. 
35
  
18 
 
 Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikannya sebagai 
salah satu akad yang sangat kuat atau mitsqan galizan untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan sangat mulia 
yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
36
 
2. Keluarga Sakinah 
a) Keluarga  
 Secara etimologis, kata “keluarga” berasal dari bahasa Sanskerta: 
"kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota".
37 
Ia berasal dari rangkaian 
kata “kawula” dan “warga”. Kawula artinya abdi yakni hamba sedangkan warga 
berarti angggota.
38
 Artinya lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih 
memiliki hubungan darah.
39
 Dalam bahasa arab keluarga biasa disebut ahlun (لٌأ) 
yang artinya ahli rumah, keluarga, famili1
40
.   
 Keluarga secara biologis merupakan kumpulan dari laki-laki dan 
perempuan yang membentuk suatu ikatan suami isteri dengan atau tanpa anak 
untuk dapat hidup bersama.
41
 Dalam sebuah keluarga mempunyai suatu beban 
atau tugas untuk berkembang biak. Di samping itu adalah tempat di mana 
seseorang akan mendapatkan kebutuhan biologis yang dibutuhkan sebagai 
manusia.  
 Secara sosiologis keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat terkecil 
yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga 
sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi dengan 
struktur sosial yang lebih besar.
42
 
                                                          
36
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37
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 Sementara secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang 
hidup bersama dan bertempat tinggal sama yang masing-masing anggota 
merasakan adanya pertautan batin, sehinga terjadi saling mempengaruhi, dan 
saling memperhatikan.
43
 
 Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki 
hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara 
individu tersebut.
44
 
 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 
suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
45
 
 Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau 
lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan 
perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, 
berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan 
menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.
46
 
 Ada beberapa jenis keluarga, yakni: keluarga inti yang terdiri dari suami, 
isteri, dan anak atau anak-anak, keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan 
dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan 
kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua.
47
: Selain itu terdapat juga 
keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya.
48 
Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan 
keluarga nenek.
49
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 Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga batih ialah yang terdiri 
atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial 
yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang mata pencahariaannya 
adalah berburu dan bertani, keluarga sudah merupakan struktur yang cukup 
memadai untuk menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga 
sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan 
yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting.
50
 
 
b) Sakinah  
 Kata “sakinah” berasal dari bahasa arab al-sakīnatu dari akar kata sakana-
yaskunu-sukūnan yang memiliki beberapa arti: tenang, tenteram; istirahat; tempat, 
menempati.
51
 Pisau dinamai sikkin karena ia adalah  alat yang menjadikan 
binatang yang disembelih akan tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia 
meronta.
52
  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “tenang” berarti (perasaan 
hati, keadaan, dan sebagainya) diam tidak berubah-ubah dan tidak bergerak-gerak, 
tidak gelisah, aman dan tenteram.
53
 Kata yang merupakan antonim dari 
kegoncangan ini tidak  digunakan  kecuali untuk  menggambarkan ketenangan 
dan ketenteraman  setelah  sebelumnya  ada  gejolak. Kecemasan menghadapi  
musuh,  atau  bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan 
ketenangan  batin  yang  mendalam,  maka  ketenangan  tersebut dinamai 
sakînah.
54
 
   Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam Alquran, yaitu pada 
surat al-Baqarah (2): 248, surat al-Taubah (9): 26 dan 40, surat al-Fath (48): 4, 18, 
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dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakînah itu didatangkan Allah 
SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak 
gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. 
Sehingga sakînah dapat juga dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati”.  
   Dalam  surat  al-Baqarah  ayat  248  terdapat  pernyataan fihi  sakînatun 
min rabbikum (sakînah dari  Tuhanmu  terdapat  pada tâbût atau  kotak  suci). 
Ungkapan  ini  disebabkan  oleh  penghormatan  bani  Israil  pada tâbût sebagai 
kotak  penyimpanan  kitab  taurat.  Disebutkan  bahwa  Nabi  Musa  a.s  ketika 
berperang  selalu  membawa tâbût tersebut  sehingga  pengikutnya  merasa tenang 
dan tidak lari dari medan perang. Pada surat At-Taubah ayat 26  yang berbunyi : 
 
Artinya:  
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-
orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada 
melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan 
demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. (26)
55
 
 
   Dari  ayat  tersebut  berkaitan  dengan  perang  Hunain  di masa  rasulullah 
SAW.  Dalam  peristiwa  itu,  pasukan  Islam  bercerai-berai  karena  serbuan 
dahsyat  dari  pihak  musuh  sementara  jumlah  mereka  lebih  sedikit.  Pada  saat 
itulah  Allah  SWT  menurunkan  sakînah  kepada  Rasulullah  SAW.  beserta 
orang-orang  yang  beriman dengan  menurunkan  ”tentara malaikat”  yang tidak 
terlihat untuk mengalahkan musuh.
56
 
 Pada surat At-Taubah ayat 40  yang berbunyi : 
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Artinya:  
Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah 
menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) 
mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika 
keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah 
kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan 
keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang 
kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang 
rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (40)
57
 
 
 Maksudnya adalah sakînah didatangkan  pada Allah SWT kepada nabi 
Muhammad  SAW  ketika  beliau  sedang bersembunyi di  gua  Tsur  bersama 
sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, untuk  berlindung dari  kejaran  orang-orang 
kafir quraisy. 
 Dalam surat Al-Fath  ayat 4,18  dan  26 sakînah diberikan  Allah  SWT. Kepada  
kaum muslimin  pada perjanjian Hudaibah, yaitu baiat  Ridhwan (baiat yang 
dilakukan kaum muslimin ketika terjadi qazwah/perang Hudaibiyah) dan  saat 
mereka memasuki kota mekah.  Mereka (kaum muslimin) tanpa gentar memasuki 
kota meski tanpa  senjata karena adanya sakînah yang diturunkan Allah ke dalam 
hati mereka.
58
  
 Dari  sejumlah  ungkapan  yang  diabadikan  dalam  Al-Qur‟an  tentang sakînah, 
maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut: 
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1) Menurut  Rasyid  Ridha,  sakînah  adalah  sikap  jiwa  yang  timbul  dari 
suasana  ketenangan  dan  merupakan  lawan  dari  goncangan  batin  dan 
kekalutan; 
2) Al-Isfahan  (Ahli Fiqh dan tafsir)  mengartikan sakînah dengan  tidak adanya 
rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. 
3) Menurut Al-Jurjani (Ahli Bahasa), sakînah adalah adanya  ketentraman dalam  
hati  pada  saat  datangnya  sesuatu  tak  diduga,   dibarengi  satu  nûr (cahaya)  
dalam  hati  yang  memberi  ketenangan  dan  ketentraman  pada yang  
menyaksikannya, dan  merupakan  keyakinan  berdasarkan penglihatan (ain al-
yaqîn) 
4) Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan  kata rahmah dan thuma‟ninah, 
artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.
59
  
 Kata sakinah dengan ungkapan bentuk lain misalnya terdapat dalam Alquran 
surat al-Rum ayat 21:  
   
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir (QS. Al-Rūm [30]: 21)60 
  Dalam ayat tersebut terdapat kalimat: …بمٍَٓمْ مَنمِإ ا ٕمُُ مُك مْسمَزمِن  
 Artinya: “…supaya kamu merasa tenang kepadanya.” Seperti orang yang 
penat dengan kesibukan dan kebisingan siang. Kemudian menemukan 
kenyamanan dan ketenangan dalam kegelapan malam, sebagaimana dinyatakan 
dalam QS. Yunus ayat 67: 
 
 Artinya :  
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 “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya 
dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang-orang yang mendengar”.(67)61 
 
 Semisal ayat tersebut dalam QS. al-Qaşaş ayat 72 juga dinyatakan: 
 
 
 Artinya:  
 “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu 
 siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah 
 yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat 
 padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (72)
62
  
 
c. Keluarga Sakinah 
 Istilah “keluarga sakînah” merupakan dua kata yang saling melengkapi; 
kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata 
keluarga. 
 Keluarga sakînah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, 
tenteram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Munculnya istilah keluarga sakînah 
ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm (30): 21, yang menyatakan bahwa 
tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan 
ketenteraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa 
kasih sayang antara suami isteri. 
 Ayat  tersebut  menyatakan  bahwa  tujuan  rumah  tangga  atau  keluarga 
adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan 
rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. 
 Ada  tiga  kata  kunci  dalam  Surat  Ar-Rūm  ayat  21  yang  menjelaskan 
tentang keluarga sakinah, yaitu: 1) min anfusikum (dari  dirimu  sendiri); 2) 
mawaddah (cinta); 3. rahmah (kasih sayang). 
 Kata  kunci  yang  pertama, min anfusikum  artinnya  dari  dirimu  sendiri.  
Untuk  menjadi sakinah maka seorang suami harus menjadikan  isterinya bagian  
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dari dirinya sendiri, begitu sebaliknya. Apabila  suami  isteri tersebut  tidak  lagi  
menjadi bagian  dari  yang satu dengan yang  lain  maka  akan  banyak  sekali  
kejadian atau  cobaan salah  satunya  cerai.    
 Kata kunci  kedua adalah mawaddah artinya cinta. Bisa  diartikan  cinta  
yang  disertai birahi
63
, namun mawaddah  juga mempunyai  makna  kekosongan 
jiwa dari  berbuat  jahat  terhadap  yang dicintainya. Dengan mawaddah maka 
suami isteri saling tertarik dan saling membutuhkan.   
 Kata  kunci  ketiga  adalah rahmah yang  artinya  kasih  sayang.
64
 Rahmah 
adalah  karunia  Allah  SWT  yang  amat  besar  bagi  pasangan  suami isteri.  
Meskipun mawaddah mulai  berkurang  seiring  perjalanan  waktu namun dengan 
rahmah ini tetaplah  terjaga  dan  mampu  memperekat hubungan antar suami dan  
isteri sehingga bisa langgeng sampai akhir hayat. 
 Ketiga  kunci  tersebut  haruslah mendapat  perhatian  dan  pemahaman 
yang mendalam  antar  suami  isteri sehingga  setiap  mengadapi  konflik  apapun  
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 Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. 
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 Al-Qur‟an menyebut hubungan darah ini sebagai al-arham, 
 مٌى ٍمِه مَػ مٍء ًمْ مَش ِّممُكمِث مَ ا  ٌا مِإ مِ ا  مِةبمَزمِ  ًمِف مٍ مْؼمَجمِث ىمَن ٔمْ مَأ مْىمُٓ مُض مْؼمَث مِوب مَؽ مْسلأا ٕمُن
ٔمُأ ٔمَ 
 Artinya : Orang-orang yang mempunyai al-arham (hubungan) itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sebagiannya dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu (Al-Anfal [8]: 75). 
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tetap selalu  bersama,  bahkan  ketiga  hal  tersebut  harus  tetap  dirawat,  
dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang sakinah.
65
 
 Dalam  keluarga  sakinah,  setiap anggotanya merasakan  suasana  
tenteram, damai,  bahagia, aman,  dan  sejahtera  lahir  dan  batin. Sejahtera lahir 
adalah bebas dari kemiskinan harta dan  tekanan  penyakit jasmani. Sedangkan 
sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu 
mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam  kehidupan  keluarga  dan 
masyarakat. 
 Di samping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap  anggotanya 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar  fitrah  kemanusiaan, yaitu 
fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana  maksud dan tujuan  tuhan 
menciptakan manusia di bumi.
66
 
 Rumah  tangga  sudah  seharusnya  menjadi  tempat  yang  tenang  bagi 
setiap anggota keluarganya. Ia merupakan  tempat  kembali kemana  pun mereka 
pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh  percaya  diri ketika  
berinteraksi  dengan  keluarga  yang  lainnya  dalam  masyarakat.  Inilah yang 
dalam perspektif  sosiologis disebut unit terkecil  dari suatu  masyarakat.   
 Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara 
bersama-sama. Melalui proses panjang untuk saling  menemukan  kekurangan dan 
kelebihan masing-masing, setiap anggota keluarga  akan menemukan  ruang 
kehidupan yang mungkin  sebelumnya  tidak  pernah  dibayangkan. Itulah 
sebabnya, keluarga pada dasarnya adalah proses  pembelajaran untuk menemukan  
formula  yang  lebih  tepat  bagi  kedua  belah  pihak, baik suami-isteri, maupun  
anak-orangtua. Proses  belajar  itu  akan  mengungkap  berbagai misteri  keluarga. 
Lebih- lebih  ketika  kita  akan  belajar  tentang  baik-buruk kehidupan keluarga  
dan  rumah  tangga.  Tidak  banyak  buku  dan  teori  yang tepat  menembak 
sasaran ketika  diperlukan  solusi  atas  problema  keluarga. Ilmu  membina  
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keluarga  lebih  banyak  diperoleh  dari  pengalaman. Itulah  sebabnya,  dalam  
nasihat-nasihat perkawinan, keluarga sering diilustrasikan sebagai  perahu  yang  
berlayar  melawan  badai  samudera.  Kita dapat  belajar  dari  pengalaman  siapa 
pun. Pengalaman pribadi untuk tidak mengulangi  kegagalan,  atau  juga  
pengalaman  orang  lain  selama  tidak merugikan pelaku pengalaman itu.
67
 
Dengan demikian menurut Islam keluarga sakinah yaitu keluarga yang 
dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan 
material secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara 
keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, 
menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak 
mulia.
68
  
Sebuah keluarga disebut keluarga yang sakinah adalah apabila antara 
suami isteri hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih yang didasari kerelaan dan 
keselarasan hidup bersama. Dalam arti lain suami isteri itu hidup di dalam 
ketenangan lahir dan batin, karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu 
yang ada yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah-tanggaan, baik 
tugas ke luar maupun tugas ke dalam dan pergaulan dengan masyarakat.
69
 
Untuk mencapai keluarga yang sakinah bukan suatu hal yang mudah, tetapi 
sangat sulit dan benar-benar harus dicari untuk mencapai tujuan ke sana, karena 
jalan menuju ke arah tersebut banyak duri dan batu sandung yang harus 
dihilangkan terlebih dahulu.
70
 
Dalam al Qur‟an Allah SWT berfirman: 
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Artinya: 
”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganyamalaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” (Q.S al-Tahrim [66]: 6)71  
  Ayat di atas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman 
diperintahkan untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Karena 
keluarga adalah rumah kecil pertama dan bangunan masyarakat. Kekuatan 
keluarga dan keterikatannya merupakan sebab kekuatan dan keselamatan 
masyarakat. Oleh karenanya keluarga haruslah diperintahkan untuk bertakwa, 
yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga jika ada 
salah satu anggota keluarga yang melakukan pelanggaran perintah Allah, maka 
harus saling mengingatkan (saling memberikan nasihat).
72
 
 Keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai 
yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun 
bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga adalah adanya 
keberhasilan keluarga tersebut untuk selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan 
lahir dan batin. Hal ini akan dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat 
dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara serasi, selaras serta 
seimbang serta dibarengi dengan penuh rasa tanggung jawab.
73
 
Faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam kehidupan 
rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak 
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diselesaikan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang 
lebih berat dan luas, terutama akan berpengaruh terhadap anak. Apalagi 
diperparah dengan timbulnya penyelewengan suami/isteri (perselingkuhan), 
kenakalan anak-anak dan lain sebagainya. 
 Rasulullah telah mengingatkan bahwa: 
  ثٌجٌدِد حَ    هًُنْى حَ  هُ اللَّهُ  ًحَ دِ حَز حَج حَسٌنْ حَسٌهُ  ًدِتحَأ نْه حَ  : ا حَذدِإ حَو ، حَفحَل نْخحَأ حَد حَ حَو ا حَذدِإ حَو ، حَبحَر حَك حَثاللَّهُد حَ  ا حَذدِإ ثٌثلاحَح دِقدِفاحَى هُمنْلا هُححٌَآ
 حَنا حَخ حَه دِمهُت نْؤا "
74
 (يزاخثلا ياوز)  
  “Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah 
s.a.w telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tigaperkara, iaitu apabila 
bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri dan apabila diberi 
amanah dia mengkhianatinya”. (HR. Bukhari) 
 
Hadits tersebut memberikan petunjuk bahwa jika dalam suatu keluarga 
tidak ada tanggungjawab, tidak adanya kepercayaan serta banyakanya kedustaan, 
maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa suatu keluarga tersebut sudah 
mengalami krisis kepercayaan dan tanggungjawab sehingga akan mengarah 
kepada keretakan rumah tangga. 
Penjelasan di atas memberikan landasan bahwa pembentukan keluarga 
yang sakinah akan senantiasa didambakan oleh setiap insan yang telah 
mengikatkan diri dalam ruang keluarga. Oleh karenanya mengembangkan sikap 
dan pola interaksi yang baik antara sesama anggota keluarga modal dasar yang 
nantinya akan terbentuklah keluarga yang dinamis. 
Hal tersebut dapat dilihat dari tuntunan Nabi Muhammad bahwa dalam 
sebuah keluarga haruslah saling mengingatkan dan ayah sebagai kepala keluarga 
sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memimpin bahtera rumah tangga, 
sehingga keharmonisan dalam keluarga akan terbina. Oleh karenanya pola 
komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga adalah diutamakan, yang 
dengan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sebuah keluarga 
tersebut memperoleh rahmat (kesejahteraan).  
Ada hadits yang mengisyaratkan akan hal tersebut, yaitu: 
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 ٍمُ مْؾمََ ٔمَ  ـ ىه ٔ ٍّهػ  ىهص ـ ًمّ مِجاُنا بمٍَُمْ مَرمَأ مَلبمَل ـ ُّػ  ًضس ـ مِسمِشٌمْ ٕمَ مُؾمْنا ٍمِ مْثا مِكمِنب مَي ٌمَ ب ًمَ ٍمْ مَه مُ  ًمِثمَأ ٍمْ مَػ
 ، مُِبمََ مْشمَج مْخمَأمَف ، بمَ ُمِهْمْ مَأ ًمِف بمَُ مْ مَشمَر ٍمْ ًا مَػ بمَ ُمَنمَأ مَ ٔمَ  ، بمَ ُمَهْمْ مَأ بمَُمْممَز مْشا با َمَأ ٍا مَظمَف ، ًخمَهٍمْ مَن ٍمَ ٌ مِش مْ مِػ مُِ مَذُمْ مِػ بمَُ ًمْ مَلمَأمَف ، ٌمَ ٕمُث مِسبمَممَز مُي ، مٌخمَجمَج مَش
 مَلبمَممَف ، ب ً ٍ مِؽ مَس ًبم ٍمِف مَس ٌمَ ب مَ ٔمَ : ا مَرمِإ ٔمَ  ، ًِّه مَصمُأ ًمَِٕ ًمُ مُزٌمْ مَأ مَس ب ًمَ مَ  ، ا ُّٕه مَص ٔمَ  ، مْىمُْٔ مُش مُي ٔمَ  ، مْىمُْٕ ًمُ ِّه مَؼمَف ، مْى مُك ٍمِهْمْ مَأ ىمَنمِإ إ مُؼ مِع مْسا
 مْى مُ مُشمَج مْ مَأ مْى مُك اي مُؤمَ ٍمِن اىمُص ، مْى مُ مُذ مَؽمَأ مْى مُكمَن ٌمْ ِّر مَؤمٍُمْهمَف ؛ مُحلَ اصنا مِد مَش مَض مَؽ“يسبخجنا ِأس
75
  
  “Diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairis r.a katanya: Kami datang menemui 
Rasulullah s.a.w, pada waktu itu kami masih sama-sama muda dan usia kami 
tidak banyak perbedaannya. Kami tinggal bersama baginda selama dua puluh 
malam. Rasulullah s.a.w adalah seorang yang sangat pemurah dan lembut sekali. 
Baginda menyangkakan bahawa aku sedang berselisih paham dengan keluargaku 
sehingga baginda bertanya kepadaku keadaan keluarga yang aku tinggalkan. 
Maka aku menceritakan kepada baginda mengenai keluargaku. Kemudian 
baginda bersabda: Pulanglah kepada keluargamu dan tinggallah bersama 
mereka. Ajarlah mereka dan perintahkanlah mereka apabila tiba waktu 
sembahyang. Hendaklah salah seorang daripada kamu meluangkan azan dan 
hendaklah orang yang paling tua dari kalian menjadi imam”. (HR. Bukhari) 
 سٍشحَوحَأ ه حَ  , حَااحَ  :ملصو ًٍل   ىلص دِ ه  هُاوهُص حَز حَااحَ  : حَنوهُكحَأ ىهت حَ  هُل هُج هسلا دِثدِزا حَولا دِدث حَ  دِجٌدِد حَ  ًفو ثٌدث حَ  هُه دِمؤهٌُ حَلا
 حَهٍ دِع حَمجحَأ دِساهىلا حَو ًدِ دِلا حَم حَو ًدِ دِل ٌحَأ ه دِم ًدِ ٍحَلدِإ هة حَ حَأ(يسبخجنا ِأس )
76
 
  “Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: 
Seseorang tidak dikatakan beriman dan dari riwayat Abdul Waris, tidak disebut 
orang yang beriman sebelum dia (seorang lelaki) mencintai lebih daripada 
keluarga, harta dan manusia seluruhnya”. (HR. Bukhari) 
 
Pemenuhan cinta dan kasih sayang dalam keluarga tidak akan terpenuhi 
jika di dalamnya orang tuanya sedang mengalami pertengkaran atau perselisihan, 
sehingga keharmonisan tidak terjalin. Artinya perhatian dan tanggungjawab yang 
besar dalam mengatur bahtera rumah tangga sangat ditekankan dalam Islam. 
Orang tua dalam keluarga ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi 
dan mulia. Oleh karena kedudukannya itulah maka tanggung jawab dan kewajiban 
harus ditanggungkan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan 
agama dan tempat beribadat yang secara serempak berusaha mengembangkan 
amal saleh dan anak yang saleh.
77
 Untuk membina rumah tangga yang sakinah 
dapat dilakukan dengan cara  sebagai berikut: 
a. Pembinaan penghayatan ajaran Islam. 
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 Pencerminan agama dalam tingkah, tutur kata, sikap dan perikehidupan keluarga 
merupakan tanah subur bagi pembinaan kehidupan beragama bagi anak. Sejak 
kecil, anak dalam keluarga dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai 
pedoman dasar bagi kehidupannya kemudian. Tanpa bekal agama yang memadai, 
sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh. 
b. Pembinaan sikap saling menghormati 
 Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak 
terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala 
dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu 
sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukannya 
masing-masing. “yang kecil, yang muda menghormati yang tua”, “dan 
sebaliknya”. Dengan kata lain di dalam keluarga diciptakan sikap dan perilaku 
“saling asah, saling asih, saling asuh”. Itulah keharmonisan hubungan dalam 
keluarga akan tercapai dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah 
tangga dan masyarakat yang penuh “mawaddah wa rahmah” sehingga menjadi 
sejahtera dan bahagia. 
c. Pembina kemauan bersama 
 
 “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu 
beruntung.” (Q.S: al-Jumu‟ah [62]: 10)78 
 
  Manusia harus senantiasa berusaha, bekerja, agar untuk kehidupannya ada 
rizki yang bisa diperoleh, upaya mencari rizki ini didasari rasa atau sikap saling 
hormat menghormati. 
d. Pembinaan sikap hidup efisien 
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 Bersikap efisien bukan berarti bersikap kikir. Pembinaan sikap efisien, hemat, 
hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri itu sangat penting bagi kehidupan 
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. 
 Allah berfirman dalam surat al-Furqan: 
 
 
 Artinya: 
  “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-
lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah 
antara yang demikian.” (Q.S. al-Furqan [25]: 67)79 
e. Pembinaan sikap suka mawas diri 
 Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang berbuat alpa dan salah. Sikap ini 
harus senantiasa tertanam pada setiap diri anggota keluarga. Dengan demikian 
setiap ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan tanpa mencari kambing 
hitam, segera yang bersangkutan mau menyadari apa yang menjadi kekeliruan dan 
kesalahannya, dan segera meminta maaf kepada orang yang terkena kesalahannya 
dan bertaubat kepada Allah.
80
 
Untuk dapat menggapai keluarga sakinah perlu diketahui faktor-faktor 
yang dapat menyebabkan kegagalan tercapainya sebuah keluarga sakinah. 
Sehingga dapat diminimalisir penyebab kegagalan tersebut. Ada beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi sebuah keluarga  menjadi jauh dari sakinah, yaitu: 
a. Membuka rahasia pribadi 
 Inilah yang kadang-kadang tidak diperhatikan, ketika orang sudah berkeluarga. 
Segala yang ada dalam isteri, itulah yang menjadi milik suami dan begitu 
sebaliknya, karena suami atau isteri merupakan belahan diri sendiri. Sehingga 
ketika ada aib atau kekurangan yang menimpa suami, si-isteri tidak perlu 
membuka atau mengatakannya kepada orang lain. Dengan kata lain kekurangan 
salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit. 
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 Apalagi jika suami atau isteri suka mencela kekurangan masing-masing baik 
dengan terang-terangan maupun diam-diam, maka pada dasarnya adalah mencela 
dirinya pribadi. Padahal yang terpenting adalah saling mengisi dan melengkapi. 
b. Cemburu yang berlebihan 
Cemburu memang boleh, akan tetapi ada batasnya, yaitu dapat diterima dan 
diartikan sebagai tanda cinta atau setianya suami atau isteri. Akan tetapi cemburu 
yang tidak beralasan atau berlebihan justru akan menimbulkan terganggunya 
kebahagiaan. 
c. Rasa dendam dan iri 
Inilah penyakit yang sangat berbahaya, yang senantiasa menghinggapi rumah 
tangga seseorang. Hal tersebut bisa dilihat jika tetangganya baru saja membeli 
pesawat TV, keluarga tersebut iri dan mempunyai prasangka yang bukan-bukan. 
Jikalau sang isteri, misalnya tidak kuat imannya, maka akan memprovokasi 
suaminya untuk supaya dapat menyaingi tetangga yang baru membeli TV 
tersebut, padahal suaminya tidak mampu, maka suami tersebut akan tertekan 
batinnya dan inilah salah satu awal malapetaka ketidak harmonisan keluarga. 
d. Judi dan minuman keras 
 Inilah dua aktivitas yang sering membuat keluarga disharmonis dan berantakan, 
karena judi orang akan melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Apabila 
kalah dalam perjudian bisa-bisa seisi rumah dijual dan yang lebih tragis lagi 
isterinya bisa dijual. Demikian juga orang yang sudah terjerat minum-minuman 
keras, hidupnya tidak akan puas jika tidak minum minuman keras. Padahal orang 
yang sedang mabuk, dirinya sendiri sudah tidak tahu dan akan menceritakan 
keburukan yang ada dalam dirinya dan keluarganya karena lepas kontrol. Di 
samping lupa diri dia juga melupakan Tuhan dan keluarganya. 
e. Pergaulan bebas tanpa batas 
 Manusia tidak terlepas dari hidup bermasyarakat, sehingga pergaulan mutlak 
dibutuhkan, akan tetapi pergaulan bebas tanpa batas, lebih- lebih yang 
menyangkut pria dan wanita pasti akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan 
keluarga. Sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada zina harus dijauhi. 
f. Kurang menjaga kehormatan diri 
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 Kehormatan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi dalam membina 
hubungan keluarga. Kehormatan keluarga bisa jatuh gara- gara tidak dapat 
menjaga diri, keluarga dari perkataan maupun sikap atau tingkah laku. 
g. Seringnya bernostalgia pribadi 
Bernostalgia tidak ada salahnya, jika mengingatkan masa pacaran atau yang dapat 
menggugah semangat untuk maju, akan tetapi mengingat dan bercerita masa 
lalunya masing-masing tentang masa pacaran yang telah silam dengan pria/ 
wanita yang lain justru akan mengurangi rasa cinta atau sayang baik terhadap 
isteri atau suami. Apalagi sampai memuji-muji wanita atau pria yang lain, malah 
akan memperparah hubungan rumah tangga yang disharmonis tersebut. 
h. Kurangya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau isteri. 
Suami atau isteri haruslah tanggap dan cepat apa-apa yang tidak disukai suami 
atai isteri, sehingga meninggalkan kata-kata atau perbuatan yang tidak disenangi 
suami atau isteri adalah pilihan yang tepat.
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3. Masyarakat Madani 
 Pengertian  
  Wacana tentang Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banyak 
kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang 
berbeda satu dari yang lainnya. Dengan merujuk sejarah perkembangan 
masyarakat sipil (civil socity) di Barat, sejumlah ahli di Indonesia menggunakan 
istilah yang berbeda untuk maksud serupa: masyarakat sipil yang umumnya 
memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yang dikenal 
dewasa ini. Di bawah ini beberapa istilah dan penggagas yang mengacu pada 
pengertian masyarakat sipil, sebagaimana yang dirumuskan oleh Dawam 
Rahardjo: 
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Asing Indonesia 
Koinonia politike (aristolteles) 
Societas Civilis 
Comonitas Politica 
Societe Civile 
(Tocquiville) 
Burgerlishe Gesellschaft (Hegel) 
Civil Society (Adam Ferguson) 
Civitas Etat 
 
Masyarakat Sipil (Mansour Fakih) 
Masyarakat warga (Soetandyo 
Wignyosubroto) 
Masyarakat kewargaan (Franz-Magnis 
Suseno dan M. Ryas Rasyid) 
Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, 
Nurcholis Madjid, M. Dawam Rahardjo) 
Civil Society (M. AS. Hikam, tidak 
diterjemahkan) 
           
 Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimnculkan oleh Anwar 
Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar ibrahim, 
sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, Masyarakat madani merupakan sistem 
sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara 
kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan 
masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang 
berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Ibrahim 
juga menyebutkan definisi negatif dengan melukiskan keadaan manusia yang 
bertentangan dengan ciri-ciri Masyarakat Madani. Lebih lanjut ia mengatakan: 
  Kemelut yang diderita umat manusia seperti meluasnya keganasan, sikap 
melampaui dan tidak tasamuh; kemiskinan dan kemelaratan; ketidakadilan dan 
kebejatan sosial. Kejahilan, kelesuan intelektual serta kemuflisan budaya adalah 
manifestasi kritis masyarakat madani. Kemelut ini kita saksikan di kalangan 
masyarakat Islam, baik di Asia maupun Afrika, seolah-olah umat terjerumus 
kepada satu kezaliman; kezaliman akibat kediktatoran atau kezaliman yang timbul 
dari runtuhnya atau ketiadaan order politik serta peminggiran rakyat dari proses 
politik. 
  Mengacu pada definisi ideal dan kondisi berlawanan Masyarakat Madani, 
menurut Ibrahim, masyarakat sipil di kawasan Asia dan Afrika masih jauh dari 
ciri-ciri ideal Masyarakat Madani. Masyarakat sipil di belahan dunia ini masih 
berkutat dengan kemiskinan, ketidakadilan, ketiadaan tatanan, peminggiran politik 
dan kentalnya budaya tidak toleran. Dari kesimpulan Ibrahim, nampak sekali cita 
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ideal masyarakat sipil yang hendak ia rumuskan masih bersumber pada realitas 
sosial masyarakat sipil di dunia Barat. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat 
madani mempunyai ciri-cirinya yang khas: kemajemukan budaya (multicultural), 
hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai. 
Lebih lanjut Anwar Ibrahim menegaskan bahwa karakter masyarakat madani ini 
merupakan guiding ideas, meminjam istilah Malik Bennabi, dalam melaksanakan 
ide-ide yang mendasari masyarakat madani, yaitu prinsip moral, keadilan, 
keseksamaan, musyawarah dan demokrasi. 
  Sejalan dengan gagasan Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo mendefinisikan 
masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada 
nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga 
negara berkerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas 
kemanusiaan yang bersifat non-negara. Selanjutnya Dawam menjelaskan, dasar 
utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang 
didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan 
permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. 
  Sejalan dengan ide-ide di atas, menurut Azyumardi Azra, masyarakat 
madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada 
pembentukan masyarakat berkualitas dan bertamadun (civility). Sejalan dengan 
pandangan di atas, Nurcholis Madjid menegaskan bahwa makna masyarakat 
madani berakar dari kata “civility” yang mengandung makna toleransi, kesediaan 
pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam pandangan politik dan tingkah 
laku sosial. 
 Sebelum membahas wacana Masyarakat Madani di Indonesia, seyogyanya kita 
berkenalan secara ringkas sejarah perkembangan wacana civil socity di Barat. 
 Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani 
Konsep masyarakat sipil (civil society) lahir dari sejarah sosial Barat, 
sebagaimana terlampir dalam tabel berikut. 
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Aristoteles (394-
322SM) 
- Masyarakat 
warga 
- Hidup di kota 
- Masyarakat 
politik 
Thomas Hobbes 
(1588-1831) 
- Membedakan 
antara civil socity 
dan state of nature 
- State of nature: 
war of every man 
against every man 
(homo homini 
lupus) 
- Civil socity 
adalah warga yang 
melakukan social 
contract dan 
membentuk 
kedaulatan yang 
wajib ditaati dan 
melindungi hak 
mereka 
G.W.F. Hegel 
(1770-1831)  
- Membedakan 
civil socity dengan 
state 
- Civil socity 
dibentuk oleh 
system of needs 
yang dioperasikan 
dalam system 
produksi 
- Pertukaran State 
adalah the civil 
sphere of public 
institution 
- Civil socity 
memburu 
kepentingan 
pribadi, serakah, 
boros, kurang 
hangat, tidak 
kohesif 
- Civil socity 
adalah Burgerlishe 
Gesllschaft 
Antonio Gramsci 
(1891-1937) 
- Civil socity 
bukan hanya 
economic sphare 
- Civil socity 
tidak hanya 
pendukung atau 
menolak Negara 
atau ideology 
dan kepentingan 
kelas borjuis 
- Civil socity 
punya ekonomi 
dan kepentingan 
sendiri 
berhadapan 
dengan Negara 
sebagai 
predominant by 
coersive 
apparatus 
 
Cicero (106-43SM) 
- Masyarakat kota 
- Masyarakat 
beradab 
- Masyarakat 
hukum 
John Locke (1632-
1704) 
- Membedakan 
antara civil socity 
dengan political 
socity dan state of 
nature 
- Civil socity 
adalah economic 
socity 
Karl Marx (1818-
1883) 
- Mengukuhkan 
reduksi civil socity 
menjadi dimensi 
ekonomi 
- Percaya pada 
withering away of 
the state, menjadi 
masyarakat tanpa 
kelas 
- Negara adalah 
komite 
penyelenggar 
kepentingan kelas 
borjuis 
Wuthow (1989) 
dan Tocquiville 
(1805-1859) 
- Model tiga 
sektor; sektor 
Negara, pasar, 
voluntir 
- Ciri civil 
socity; voluntary, 
self suporting 
indepnedent from 
the state, 
lawabiding 
citizen 
Thomas Aquinas (1226-1274) 
- Comunitas civilis 
- Comunitas politica 
- Conterminous with the state 
Thomas Paine (1737-1803) 
- Supremacy of civil socity 
- State is a necessary evil 
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Filsuf Yunani Aristoteles (384-322SM) memandang civil society sebagai 
system kenegaraan atau identik dengan Negara itu sendiri. Pandangan ini 
merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Tentu saja pandangan ini 
telah berubah sama sekali dengan rumusan civil society yang berkembang dewasa 
ini, yakni masyarakat sipil di luar dan penyeimbang lembaga negara. Mazhab 
pandangan Aristolteles selanjutnya dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero 
(106-43SM), Thomas Hobbes (1588-1679SM) dan John Locke (1632-1704SM). 
Pada masa Aristoteles civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan 
dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik 
tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik 
dan pengambilan keputtusan. Istilah koinonia politike yang dikemukakan oleh 
Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan 
etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. 
Hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya 
berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan 
dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara. 
Berbeda dengan Aristoteles, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) menamakannya 
dengan societies civilies, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas 
yang lain. Istilah yang digunakan Cicero lebih menekankan pada konsep negara 
kota (city-state), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi 
lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisir. Rumusan Cicero ini lebih 
menekankan pada konsep civility atau kewargaan di satu pihak dan urbanity yakni 
budaya kota di lain pihak. Kota, dalam pengertian itu, bukan hanya sekedar 
sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai pusat kebudayaan dan pusat 
pemerintahan. 
Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes 
(1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai 
kelanjutan dari evolusi natural socity. Menurut Hobbes, sebagai entitas negara 
civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat 
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sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol 
dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga 
negara. 
Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke, kehadiran civil society 
adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. 
Mengingat sifatnya yang demikian itu, civil society tidaklah absolut dan harus 
membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan 
memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya 
secara adil dan proporsional. 
Fase kedua pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana 
civil society dengan konteks social dan politik di Scotlandia. Berbeda dengan 
pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada civil society dalam 
kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak 
revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang 
mencolok. 
Menurut Ferguson, ketimpangan sosial akibat kapitalisme harus 
dihilangkan. Ia yakin bahwa publik secara ilmiah memiliki spirit solidaritas sosial 
dan sentimen moral yang dapat menghalangi munculnya kembali despotisme. 
Kehawatiran Ferguson atas semakin menguatnya sikap individualistis dan 
berkurangnya tanggungjawab sosial masyarakat mewarnai pandangannya tentang 
civil society pada fase ini. 
Fase ketiga, berbeda dengan pendahuluannya pada 1792 Thomas paine 
mulai memakai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan 
lembaga Negara, bahkan dianggap sebagai antitesa Negara. Bersandar pada 
paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini 
negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang absah, 
menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan 
oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna 
sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur 
kehidupan warganya sendiri. 
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Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga 
negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Dengan demikian menurut 
Paine, civil sicity adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian 
dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. 
Ruang gerak warga sipil, dalam pandangan Paine, adalah suatu ruang gerak 
masyarakat tanpa intervensi negara. Sejalan dengan pandangan ini, civil society 
harus lebih dominan dan sanggup mengontrol negara demi keberlangsungan 
kebutuhan anggotanya. 
Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh 
Gwf.Hegel (1770-1831M), Karl Marx (1818-1883 M) dan antonio Gramsci 
(1891-1837 M). Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan element 
ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang 
memisahkan civil society dari negara. Berbeda dengan pandangan Paine, Hegel 
memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. 
Pandangan ini, menurut pakar politik Indonesia Ryas Rasyid, erat kaitannya 
dengan perkembangan sosial masyarakat borjuasi Eropa (burgerlische 
gessellschaft) yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diri 
dari cengkeraman dominasi negara. 
Lebih lanjut Hegel menjelaskan bahwa dalam struktur sosial civil society 
terdapat tiga entitas sosial: keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Keluarga 
merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan 
keharmonisan, sedangkan masyarakat sipil merupakan lokasi atau tempat 
berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama 
kepentingan ekonomi. 
Hegel tidak memandang civil society sebagai arena untuk praktik politik 
yang mengakibatkan monopoli negara. Menurutnya, negara merupakan 
representasi dari ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik 
warganya dan memiliki hak penuh untuk melakukan intervensi terhadap civil 
society. Dari pandangan ini, maka intervensi negara terhadap wilayah masyarakat 
sipil tidaklah dianggap sebagai tindakan ilegal (melanggar hukum) mengingat 
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posisi negara sebagai pemilik ide universal dan hanya pada level negara politik 
bisa berlangsung secara murni dan utuh. 
Lebih jauh Hegel berpendapat, bahwa masyarakat sipil memiliki 
kelemahan yang identik. Pada kenyataannya ia tidak mampu mengatasi 
kelemahannya sendiri dan tidak mampu mempertahankan keberadaaannya tanpa 
dukungan keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi 
yang bernama Negara. Berpatokan pada pandangan ini, menurut Hegel, negara 
dan masyarakat sipil merupakan dua komponen yanf saling memperkuat satu 
sama lain. 
Berbeda dengan Hegel, Karl Marx memandang civil society sebagai 
masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil 
society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari 
penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan manusia, 
civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa 
kelas. 
Berbeda dengan Marx, Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat 
sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx 
menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya 
pada superstruktur yang brdampingan dengan dengan Negara yang ia sebut 
sebagai political society. Menurut Gramsci, civil society merupakan tempat 
perebutan posisi hegemonic di luar kekuatan negara, aparata hegemoni 
mengembangkan hegemoni untuk membentuk consensus dalam masyarakat.   
Pandangan Gramsci tentang civil society  di atas memberikan peran 
penting kepada kaum cendikiawan sebagai actor utama dalam proses perubahan 
social dan politik. Dengan ungkapan lain, Gramsci memandang adanya sifat 
kemandirian dan politis pada masyarakat sipil, sekalipun keberadaannya juga 
amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi) sebagaimana pandangan marx. 
Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab 
Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de tocucville (1805-1859) bersumber 
dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, pemikiran 
tocqucville tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan 
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Negara. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan 
kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan 
yang kuat mengaca kepada ke khasan budaya demokrasi rakyat Amerika yang 
bercirikan plural, mandiri dan kedewasaan berpolitik menurutnya warga Negara 
dimanapun akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara. 
Berbeda dari pandangan Hegelian, pemikiran Tocqueville lebih 
menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun 
tersubordinasi dari lembaga Negara. Sebaiknya, civil society bersifat otonom dan 
memiliki kapasitas pokitik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan 
penyeimbang terhadap kecendurungan intervensi Negara atas warga Negara. 
Lebih lanjut Toqueville menegaskan, bahwa karakter civil society seperti itu dapat 
pula menjadi sumber legitimasi kekuasaan Negara dan pada saat bersamaan ia pun 
dapat menjadi kekuatan kritis (reflective-force) untuk mengurangi frekuensi  
konflik dan masyarakat sebagai akibat dari proses modernisasi. Dapatlah 
disimpulkan, pandangan civil society ala Toquevillian ini merupakan model 
masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi 
juga memiliki komitmen terhadap kepentingan public. 
Dari sejumlah model pandangan tentang civil society, madzhab Gramscian 
dan Toquevillian telah menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa Timur 
dan Eropa Tengah pada dasawarsa 80an. Pengalaman kawasan ini hidup di bawah 
dominasi Negara terbukti telah melumpuhkan kehidupan social masyarakat sipil. 
Gagasan tentang civil society kemudian mewabah menjadi sebuah landasan 
ideologis untuk perjuangan kelompok demokrasi di belahan dunia yang lain untuk 
membebaskan masyarakat dari cengkraman Negara yang secara sistematis 
melemahkan daya kreativitas dan kemandirian masyarakat. 
Tidak hanya menginspirasikan gerakan demokrasi di Eropa Tengah dan 
Eropa Timur, madzhab pemikiran civil society Toqueville juga dikembangkan 
oleh cendekiawan Muslim Indonesia M. Dawam Rahardjo dengan konsep 
Masyarakat Madani-nya. Mengelaborasi pemikiran Alexis de Tocqueville dan 
Robert Wuthnow, Dawam mengilustrasikan bahwa peranan pasar (market) sangat 
menentukan unsure-unsur masyarakat madani (Negara dan hubungan social yang 
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bersifat sukarela/voluntary) (model A). berbeda dengan pandangan ini, menurut 
Wuthnow, dalam hubungan antar unsure-unsur pokok masyarakat madani, factor 
voluntary sangat menentukan pola interaksi antara Negara dan pasar sebagaimana 
yang diillustrasikan dua model di bawah ini: 
        Perkembangan konsep civil society: 
(1) Aristoteles(394-322 SM) yaitu masyarakat warga,hidup dikota,masyarakat 
politik. 
(2) Thomas Hobbes(1588-1831) yaitu membedakan antara civil society dan 
state of nature,homo homini lupus,masyarakat madani adalah warga yang 
melakukan sosial kontak dan membentuk kedaulatan yang wajib ditaati 
dan melindungi hak mereka. 
(3) G.W.F.Hegel(1770-1831) yaitumembedakan masyarakat madani dengan 
state,masyarakat madani dibentuk oleh sistem of need yang dioperasikan 
dalam sistem produksi,masyarakat madani memburu kepentingan 
pribadi,masyarakat madani adalah burgerlise gesellschaft. 
(4) Antonio Gramsci (1891-1937) yaitu masyarakat madani bukan hanya 
economic sphare,masyarakat madani tidak hanya pendukung/menolak 
negara dan kepentingan,masyarakat madani punya ekonomi dan 
kepentingan sendiri berhadapan dengan negara. 
(5) cicero (106-43 SM) yaitu masyarakat kota ,beradab,hukum. 
(6) john locke(1632-1704) yaitu membedakan antara masyarakat madani 
dengan masyarakat politik,masyarakat madani adalah masyarakat ekonomi 
dengan ciri. 
(7) Karl mark (1818-1883) menjadikan dimensi ekonomi,menjadi masyarakat 
tanpa negara,negara adalah komite penyelenggara. 
(8) wuthow(1989) yaitu model 3 sektor: negara,pasar,voluntir. 
(9) thomas aquinas(1226-1274)comunitas civilis,politik,contermino with the 
state 
(10) thomas paine(1737-1803)supremasi,state nesesary evil.. 
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            Aristoteles masyarakat madani sebagai sistem kenegaraan.koinonia politike 
yaitu komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai 
percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. 
            Marcus tullius cicero (106-43 SM)societis civilies yaitu komunitas yang 
mendominasi komunitas yang lain.Menurut hobbes peran masyarakat madani 
yaitu meredam konflik dalam masyarakat sehingga harus memiliki kekuasaan 
mutlak,sehingga mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola 
interaksi.John locke masyarakat madani yaitu untuk melindungi kebebasan hak 
milik setiap warga negara.Adam ferguson dengan kontek sosial dan 
politik.Thomas paine 1792 sesuatu yang berlawanan dengan lembaga 
negara.Paine masyarakat madani yaitu ruang dimana warga dapatmengembangkan 
kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas 
tanpa paksaan..Hegel yaitu kelompok subordinatif terhadap negara.Tiga entites 
sosial yaitu keluarga,masyarakat sipil dan negara.Karl Marx adalah masyarakat 
borjuis.Antonio gramsci lebih pada sisi ideologis.Tocquevillian adalah model 
masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual tetapi 
juga memiliki komitmen terhadap kepentingan publik.Keseimbangan peran srta 
ada tiga komponen yaitu pemerintah,rakyat,usahawan disektor swasta.Moral 
menghubungkan tiga komponen. 
Karakteristik Masyarakat Madani 
1) Adanya wilayah publik yaitu ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk 
mengemukakan pendapat warga masyarakat. 
2) Demokrasi yaitu suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan di lakukan 
oleh, dari, dan untuk warga negara. 
3) Toleransi yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan 
pendapat 
4) Pluralisme yaitu pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan keadaban. 
5) Keadilan sosial yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas 
hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek 
kehidupan : ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.  
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 Masyarakat Madani di Indonesia 
            Indonesia memiliki tradisi kuat civil socity (masyarakat madani). Bahkan jauh 
sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang 
diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan 
nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai 
organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan 
kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Sarikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama 
(NU), dan Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil 
socity yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. 
Sifat kemandirian dan kesukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut 
merupakan karakter khas dari sejarah masyarakat madani di Indonesia.  
Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang 
bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia: 
Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini 
menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam 
kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran 
berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktek 
berdemokrasi ala Barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antar 
sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran 
berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara, demokrasi hanya 
akan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-
tindakan anarkhis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi, dan 
politik. 
Sikap curiga terhadap demokrasi liberal acapkali melahirkan sikap represif 
negara terhadap apa saja yang bersifat berlawanan yang berasal dari kelompok-
kelompok masyarakat madani. Pada saat bersamaan pada umumnya negara 
mendahulukan pembangunan ekonomi sembari melakukan tindakan represif 
terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat madani, sebagaimana dilakukan oleh 
rezim Orde Baru selama puluhan tahun. Akibatnya peranan masyarakat madani 
sangat lemah sementara negara sangat dominan tanpa kontrol masyarakat sipil. 
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Akumulasi dari kondisi ini adalah tindakan monopoli elit penguasa Orde Baru 
melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan negara 
Kedua, pandangan reformasi sistem poltik demokrasi, yakni pandangan 
yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu 
bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan 
institusi-institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding 
pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun pada 
kenyataannya tidaklah menjamin demokrasi berjalan sebagaimana layaknya. 
Kegagalan demokrasi di sejumlah negara dalam banyak hal berhubungan dengan 
tingkat kemiskinan warga negaranya. 
Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama 
pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif diantara 
dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengemban demokrasi. 
Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan 
proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan 
kelas menengah. Hal itu mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan 
kultural, selain dukungan struktural. Usaha-usaha pendidikan dan penyadaran 
politik warga negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi dikalangan 
warga negara. Secara teoritis, upaya pendidikan dan penyadaran politik kelas 
menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran ideologis warga 
negara, sebagaimana pernah disinggung oleh Gramsci (1891-1937). 
Melalui proses pendidikan politik, diharapkan lahir kelas menengah yang 
secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian kelas menengah pada akhirnya 
akan melahirkan kelompok masyarakat madani yang mampu melakukan kontrol 
terhadap hegemoni negara. 
Bersandar pada paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan 
masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan 
tersebut. Sebaliknya, untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang 
dengan kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma. Setidaknya 
tiga paradigma ini bisa dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa 
transisi sekarang melalui cara : 
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1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas 
menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang 
mandiri secara politik dan ekonomi. Dalam pandangan ini, negara harus 
menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan 
ekonomi nasional. Tantangan pasar bebas dan demokrasi global 
mengharuskan negara mengurangi perannya sebagai aktor dominan dalam 
proses pembangunan masyarakat madani yang tangguh. 
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-
lembaga demokrasi yang ada melalui berjalan sesuai prinsip-prinsip 
demokrasi. Sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi 
putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan 
merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian 
lembaga demokrasi. 
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga 
negara secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah 
pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui 
keterlibatan semua unsur masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis, 
yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga negara. 
Tentang masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam Rahardjo 
Masyarakat Madani Indonesia masih merupakan lembaga-lembaga yang 
dihasilkan oleh sistem politik represif. Ciri kritisnya lebih menonjol dari pada ciri 
konstruktifnya. Mereka, menurut Dawam, lebih banyak melakukan protes dari 
pada mengajukan solusi, lebih banyak menuntut dari pada memberikan 
sumbangan terhadap pemecahan masalah.  
Senada dengan Dawam, menurut AS. Hikam, karakter masyarakat madani 
di Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara sehingga selalu berada 
pada posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata sosial 
bawah. Karena itu, menurut Hikam, dalam konteks pengembangan demokrasi 
kenyataan ini merupakan tantangan mendesak untuk memperlancar proses 
demokratisasi. 
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Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa indonesia 
dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis 
mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter 
seharusnya ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses 
demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia. 
Sikap dan tanggung jawab itu dapat diwujudkan dengan keinsyafan untuk 
bersikap demokratis dalam perilaku sehari-hari. Sikap demokratis salah satunya 
dapat diekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemokrasian 
semua lapisan masyarakat melalui cara-cara dialogis yang santun dan bermartabat. 
Sejak demokrasi menghajatkan partisipasi warga negara secara aktif dalam proses 
berdemokrasi, menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun dan tertib 
merupakan salah satu sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi yang 
berkeadaban di Indonesia. Demokrasi dan masyarakat madani ibarat air dan 
ikannya.  
Gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat madani 
Gerakan sosial oleh Diani dan Bison dalam Gerakan Sosial Wahana Civil 
Socity bagi Demokrasi, didefinisikan sebagai, “sebentuk aksi kolektif dengan 
orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dalam 
konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor yang diikat rasa 
solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam 
koalisi dan kampanye bersama.” Selanjutnya dijelaskan bahwa, gerakan sosial 
tidak hanya melibatkan aksi kolektif terhadap suatu masalah bersama namun juga 
dengan jelas mengidentifikasika target aksi dan mengartikulasikannya dalam 
konteks sosial maupun politik tertentu. Sementara, Iwan Gardono, 
mendefinisikan, “gerakan sosial sebagai aksi organisasi atau kelompok 
masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial.” Pandangan 
lain dikatakan Harberle, dalam bukunya An Introduction to Political Sociogy, 
yang mengatakan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku 
politik kolektif non kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena 
mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Senada dengan itu, Fruer, seorang 
sosiolog yang cenderung melihat gerakan sosial sebagai “konflik organisasi”. 
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Analisis lain dikatakan oleh Lipset, menganggap bahwa gerakan sosial sebagai 
bagian generasi baru yang memperjuangkan pengakuan, dan perlunya menentang  
orang tua mereka dan “kemapanan” yang tidak memberikan pengakuan semacam 
itu kepada mereka. 
Iwan Gardono membagi gerakan sosial menjadi Old Social Movement 
yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait 
dengan satu kelompok misalnya, petani atau buruh. Sementara itu ada juga  New 
Social Movement yang lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti 
gerakan feminisme atau lingkungan. Namun, pembagian ini dalam menjelaskan 
kasus empiris menjadi tidak mudah dan gerakan sosial yang “old” tidak harus 
selalu jauh mendahului yang “new”. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa 
gerakan Serikat dagang Islam mungkin lebih menekankan aspek ekonomi (old 
social movement) walaupun dimensi agama Islam cukup cukup terasa juga. 
Demikian juga gerakan seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah yang 
erat dengan masalah ide atau New Social Movement tersebut. Dalam hal ini, 
penggunaan aspek waktu dan kemutakhiran dalam menjelaskan gerakan sosial 
sangat tidak mudah. 
Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat 
sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah yaitu, negara (state), perusahaan 
atau pasar (corporation atau market) dan masyarakat sipil. Berdasarkan 
pembagian ini maka, terdapat “gerakan politik” yang berada di ranah negara dan 
“gerakan ekonomi” di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh 
Sidney Tarrow yang melihat political parties berkaitan dengan “gerakan politik” 
yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik 
melalui pemilu. Sementara itu, “gerakan ekonomi” berkaitan dengan lobby di 
mana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa harus 
menduduki jabatan publik tersebut. Selain itu, perbedaan ketiga ranah tersebut 
dibahas juga oleh Habermas yang melihat gerakan sosial merupakan resistensi 
progresif terhadap invasi negara dan sistem ekonomi. Jadi, salah satu faktor yang 
membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya yakni, parpol di ranah 
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politik, lobbyist dan perusahaan di ekonomi (pasar) dan organisasi masyarakat 
sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil. 
Berdasarkan pemetaan di atas, secara empiris ketiganya dapat saling 
tumpang tindih. Pada ranah negara (state) dapat terjadi beberapa gerakan politik 
yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga 
didukung oleh gerakan sosial, demikian pula upaya lobby dalam ranah ekonomi 
dapat pula seolah-olah sebagai gerakan sosial. Sebagai contoh, gerakan sosial oleh 
masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti Rancangan Undang-undang 
Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) mempunyai kaitan dengan kelompok 
atau parpol di ranah politik, demikian juga gerakan ini bersinggungan dengan 
perusahaan seperti kasus ormas yang melakukan demonstrasi dan perusakan 
kantor majalah playboy Indonesia. 
Selain definisi gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil maka 
para aktor atau kelompok yang terlibat pun perlu diperjelas. Selama ini ada yang 
melihat bahwa organisasi non pemerintah (NGO) atau LSM merupakan (satu-
satunya) wakin atau penjelmaan masyarakat sipil. Namun, sebenarnya organisasi 
non pemerintah hanya merupakan salah satu dari organisasi masyarakat sipil yang 
berdampingan dengan organisasi massa, terutama organisasi massa keagamaan, 
organisasi komunitas, profesi, media, lembaga pendidikan, dan lembaga lain yang 
tidak termasuk pada ranah politik dan ekonomi. Namun, dapat dikatakan bahwa 
organisasi non pemerintah merupakan organisasi masyarakat sipil yang paling 
fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial.   
 Tipologi gerakan sosial dalam masyarakat madani 
 Gerakan sosial yang beragam dapat disederhanakan berdasarkan “Besarnya 
perbahan sosial yang dikehendaki” seperti tipologi yang disusun oleh yang 
disusun oleh David Aberle salam “Gerakan sosial wahana Civil society Bagi 
Demokrasi” oleh Darmawan Triwibowo, berikut ini; 
  Alternative Movements berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang, 
seperti tidak merokok. Sementara Redemtive Movements mencoba mengubah 
perilaku perorangan secara menyeluruh, seperti dalam bidang keagamaan. 
Reformative  movements mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang 
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lingkup terbatas, seperti gerakan persamaan kaum hak perempuan. Transformative 
Movements adalah gerakan yang mencoba mengubah masyarakat secara 
menyeluruh seperti gerakan komunis di Kamboja. 
  Berdasarkan tipologi di atas maka dapat dikatakan bahwa berbagai 
gerakan transformative di Indonesia terutama yang mendasar tidaklah banyak 
seperti revolusi kemerdekaan 1945 atau upaya revolusi Partai Komunis Indonesia 
(PKI) tahun 1963-1965). Dalam peristiwa tersebut, terlihat bahwa organisasi yang 
terlibat bukan hanya di ranah sosial saja melainkan di politik dan ekonomi. Kasus 
PKI menunjukkan bagaimana suatu gerakan politik (dipelopori oleh PKI) yang 
juga memasuki dan melibatkan ormas (buruh, petani, guru) dan RT/RW 
Sementara itu, gerakan yang reformative yang sering dianggap beranda di 
ranah civil society, misalnya KB (keluarga berencana), merupakan mobilisasi oleh 
negara. Demikian juga gerakan anti Soeharto yang dipelopori oleh mahasiswa 
yang gagal pada tahun 1974 namun berhasil pada tahun 1998 dapat dikatakan 
“gerakan moral”, terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN). Namun dalam kenyataannya melibatkan berbagai kelompok 
danorganisasi civil society dan negara sbagai pembonceng. 
Pada tataran empiris, gerakan sosial sering kali tidak homogen dimana ada 
satu pihak yang menginginkan prubahan dan ada pihak lain yang menentang. 
Kasus RUU anti pornografi dan pornoaksi (APP) yang merupakan kebijakan 
politik namun petarungan di arena ranah sosial lebih ramai dibandingkan di arena 
politik resmi di DPR. Gerakan sosial dalm civil society ini dapat bersifat hirizontal 
terutama yang berkaitan dengan nilai dan identitas dan hal ini akhirnya akan 
masuk ke ranah politik karena titik keseimbangan atau yang dianggapadil oleh 
kedua pihak memerlukan keputusan politik atau kebijakan politik. 
 Pemaknaan Istilah dan Dinamika Organisasi Non Pemerintah dalam Ranah 
Masyarakat Madani (civil society) 
  Masyarakat sipil(civil society) sulit dipahami bila tidak dikaitkan dengan 
institusi atau organisasi-organisasi yang menjadi representasi di dalam kehidupan 
masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masyarakat sipil mengejawantah 
dalam berbagai wadah sosial-politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, 
52 
 
organisasi profesi, organisasi komunitas, media, dan lembaga pendidikan. Domain 
mereka terpisah dari negara maupun sektor bisnis. Salah satu pengejawantahan 
masyarakat sipil yang kerap terangkat menjadi titik fokus perhatian adalah Non-
GovermentalOrganisation (NGO). Banyak kalangan Indonesia mengalih 
bahasakan menjadi organisasi Non – Pemerintah (oerganisasi non pemerintah) 
atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sesuai dengan karakteristiknya, 
lembaga kemasyarakatan nirlaba ini biasanya membawa misi penguatan dan 
pemberdayaan masyarakat diluar negara dan sektor swasta; misi mulia yang 
berkaitan erat dengan substansi gagasan dan praktis hidup gerakan masyarakat 
sipil. Disamping itu, sebutan organisasi non pemerintahdalam arti wadah non-
pemerintah juga nampak parallel dengan term masyarakat sipil sebagai wilayah 
non-negara. Sebagaimana wacana masyarakat sipil, organisasi non pemerintah 
pun bukan realitas sosial politik yang baru di Indonesia. Kehadiranya dapat 
ditelusuri sejak zaman kolonial dengan merujuk pada entitas organisasi 
pergerakan yang sebagian besar bersifat otonam, swadaya, dan dibentuk oleh 
beberapa pemimpin pribumi. Pertumbuhan Organisasi non-pemerintah sempat 
berhenti pada era Demokrasi parlementer (1949-1959) dan Demokrasi Terpimpin 
(1959-1966) akibat dominannya peran partai-partai poltik dalam kancah 
perpolitikan. Organisasi non pemerintah kembali tampil sebagai aktor yang 
memiliki peran politik signifikan dan patut diperhitungkan saat Indonesia 
memasuki era Ore Baru; selain aksi mereka merisaukan rezim, jumlah meraka pun 
lebih banyak ketimbang masa sebelumnya, namun demikian, rezim Orde Baru 
Soeharto berhasil “menjinakkan” sebagian besar organisasi non pemerintah 
dengan menggunakan strategi korporatisasi, sebagian lagi, tetap berusaha 
mempertahankan kemandirian dan membangun posisi tawar politik relatif kuat 
terhadap negara. 
  Seiring dengan proses perubahan politik menjelang dan sesudah runtuhnya 
kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto, sebagai institusi atau kelompok masyarakat 
sipil tumbuh berkembang bagaikan jamur di musim penghujan. Hal itu, terlihat 
dari maraknya gerakan organisasi non pemerintah yang mengusung pelbagai 
macam isu seperti demokrasi, lingkungan hidup, jender, HAM, keadilan, good 
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governance, dan pemberantasan korupsi. Dengan ruang publik yang kelihatan 
semakin lebih terbuka, moment yang dikondisikan oleh sistem politik telah 
memberi semacam tenaga pendorong baru bagi menjamurnya gerakan-gerakan 
kelompok masyarakat sipil. Apalagi berada di tengah iklim demokratisasi, 
kehadiran mereka tentu merupakan faktor penting karena kapasitas mereka dalam 
mendorong peningkatan kesadaran partisipasi politik masyarakat lebih inklusif 
ketimbang yang selama ini diperankan oleh lembaga-lembaga politik formal 
seperti parlemen atau lembaga-lembaga demokrasi semi pemerintah semacam 
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), partai politik, dan kelompok-
kelompok kepentingan lainnya. 
  Istilah organisasi non pemerintah adalah terjemahan harfiah NGO (Non 
Govermental Organization) yang telah lama dikenal dalam pergaulan 
internasional. Sebagaimana tercantum dalam Bab 10 pasal 71 Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), the Economic and Social Council may make suitable 
arrangements for consultation with non-governmental organization wich are 
concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made 
with international organization and, where appropriate, with national 
organization after consultation with the Member of the United Nations 
concerned”. Istilah NGO merujuk pada organisasi non-negara yang mempunyai 
kaitan dengan badan-badan PBB atau mitra organisasi ini ketika berinteraksi 
dengan organisasi non-pemerintah. Istilah itu perlahan-lahan menyebar dan 
dipakai oleh komunitas internasional. Ketika masuk ke Indonesia, istilah asing ini 
tidak memunculkan persolan. Namun saat dialih bahasakan dari NGO menjadi 
Organisasi non pemerintah dalam sebuah konferensi Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (Walhi) pada 1976, pemerintah bereaksi keras. Beberapa aktivis juga 
kurang “sreg” dengan istilah itu karena dinilai merujuk pada dikotomi idiologis 
maupun politis antara pemerintah (government) dan non-pemerintah (non-
government). Mereka yang tidak setuju menggunakan istilah itu, berargumen 
bahwa pengertian Organisasi Non-Pemerintah dapat mencakup berbagai 
organisasi yang luas (asalkan bukan organisasi pemerintah) baik organisasi bisnis, 
kalangan pers, paguyuban seni, olah raga, dan lain-lain, padahal NGO yang 
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dimaksud lebih khusus, yaitu berhubungan langsung dengan pembangunan. 
Berdasarkan pengalaman sejarah, dikenal istilah “Non” dan “Co”. Ketika dijajah 
Belanda, ada sekelompok masyarakat yang bekerjasama dengan Belanda 
(golongan Co) dan ada kelompok yang menolak bekerja sama (golongan Non). 
Istilah NGO atau Organisasi Non Pemerintah dapat diartikan atau dituduh sebagai 
kelompok masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. 
  Perkembangan kemudian muncul istilah Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) dan Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang dipakai 
sebagai pengganti organisai non pemerintah. Yang disebut terakhir diusulkan pula 
oleh Dr Ki Sarino Mangunpranoto salah satu tokoh gerakan Taman Siswa, 
menurutnya, LPSM mempunyai pengertian mencakup bukan saja organisasi, 
tetapi juga mencerminkan gerakan kemanusiaan yang bermaksud membina 
swadaya masyarakat. 
  Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua 
organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah, 
dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Karena 
cakupan pengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi non pemerintah, 
sering membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau 
kelompok masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan 
sosial-ekonomi masyarakat tingkat bawah. Istilah organisasi non pemerintah bagi 
mereka yang tidak setuju memakai istilah ini berpotensi membangkitkan tafsir 
tidak menguntungkan. Pemerintah khususnya menolak menggunakan istilah itu 
dengan alasan makna organisasi non pemerintah terkesan “memperhadapkan” 
serta seolah-olah “oposan pemerintah”. Pengertian organisasi non pemerintah 
memang terlalu luas karena mencakup sektor swasta (bisnis) dan organisasi-
organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat non-pemerintah. Di dalamnya 
bisa termasuk serikat pekerja, kaum buruh, himpunan para petani atau nelayan, 
rukun tangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga keagamaan, klub olah raga, 
perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, ataupun asosiasi bisnis 
swasta. 
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  Istilah LSM sendiri bukan tidak mengandung masalah jika digunakan 
sebagai pengganti organisasi non pemerintah. Pertama, istilah LSM justru 
mengaburkan batas antara organisasi non-pemerintah yang murni dibentuk oleh 
masyarakat dengan organisasi non pemerintah yang dibentuk atau malah menjadi 
bagian dari organ pemerintah. Kedua, istilah LSM mensyaratkan adanya 
pelembagaan organisasi terlebih dahulu dalam bentuk legal-formal. 
 Begitu pula kata “swadaya” di dalam istilah LSM. Swadaya mencerminkan 
sebuah upaya yang dilakukan dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Merujuk 
pengertian ini, sebuah LSM sepantasnya berkiprah dengan segenap kekuatan yang 
dimiliki tanpa campur tangan pihak lain, baik dari segi pendanaan maupun teknis 
operasional. 
  Masalah kemudian muncul jika organisasi non pemerintah dihadapkan 
dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud dengan Ormas 
adalah semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara 
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta 
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara 
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sementara instruksi 
Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang ditunjukkan kepada Gubernur di seluruh Indonesia 
menyebutkan bahwa Organisasi non pemerintah (dalam Lampiran II Irmendagri 
dipakai istilah LSM) adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah 
masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak 
sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 
organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan 
kepada pengabdian secara swadaya. Baik Ormas maupun Organisasi non 
pemerintah adalah wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi dan 
mengekspresikan pikiran di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, ada 
beberapa perbedaan di antara keduanya. Orientasi Ormas mencakup hampir 
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seluruh bidang pembangunan, sedangkan Organisasi non pemerintah lebih khusus 
“meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Perbedaan Ormas dan 
Organisasi non pemerintah diklasifikasi oleh Adi Suryadi Cula, secara ringkas 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Perbedaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan 
Organisasi Non-Pemerintah 
 
ORMAS ORGANISASI NON PEMERINTAH 
Semua organisasi yang dibentuk oleh 
masyarakat sebagai warga negara untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
dalam rangka mencapai tujuan nasional 
(UU No. 8/1985) 
Wujud partisipasi masyarakat 
dalam upaya meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan 
masyarakat (Irmendagri No. 
8/1990) 
Perkumpulan orang-orang yang bekerja 
sama secara terlembaga melalui struktur 
yang ketat terorganisasi. 
Kelompok-kelompok masyarakat 
baik yang terorganisir maupun 
tidak, dengan struktur tidak harus 
rumit. 
Kepengurusan organisasi berjenjang dan 
subordinatif, khususnya antara pusat dan 
cabang. 
Kepengurusan organisasi lebih 
terbuka, kenyal, dan tidak formal 
termasuk hubungan antara 
organisasi induk dan cabang serta 
antara pengurus daerah. 
Umumnya memiliki susunan 
keanggotaan sangat ketat, terdaftar, dan 
mengikat. 
Tidak harus memiliki keanggotaan 
mengikat.  
 
  Tim fasilitasi LP3ES untuk kode etik mendefinisikan Organisasi non 
pemerintah sebagai organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang secara 
hukum bukan merupakan bagian dari pemerintah (non-government) dan bekerja 
tidak untuk mencari keuntungan (non-profit), tidak untuk melayani diri sendiri 
atau anggota-anggota (self-serving), tetapi untuk melayani kepentingan 
masyarakat yang membutuhkannya. Sosok Organisasi non pemerintah dalam 
pengertian riil sebagai gerakan terorganisasi dapat mengambil berbagai bentuk. 
Ada yang berbadan hukum perkumpulan atau perhimpunan atau yayasan. Ada 
juga yang tidak berbadan hukum. Bahkan ada yang bersifat sementara seperti 
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“forum”, “koalisi”, “aliansi”, “konsorsium”, “asosiasi”, “jaringan”, “solidaritas”, 
dan lain-lain yang tidak memerlukan badan hukum. 
  Untuk melihat posisi Organisasi non pemerintah sebagai masyarakat sipil 
dan sebagai sektor tersendiri di samping sektor-sektor lain, Adi Suryadi Cula 
membuat gambaran bagan di bawah ini; 
Gambar di atas menerapkan bahwa posisi Organisasi non pemerintah 
dalam ranah masyarakat sipil, selain Organisasi non pemerintah, ranah 
masyarakat sipil juga memasukkan berbagai organisasi/kelompok yang dikenal di 
Indonesia seperti Ormas, organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi, organisasi 
keagamaan, dan lain-lain. Di antara ranah masyarakat sipil. Partai politik, badan 
legislatif, dan berbagai regulasi yang dihasilkan masuk dalam ranah yang oleh 
sebagaian pakar disebut masyarakat politik (political socity). Negara juga 
merupakan ranah tersendiri dengan unsur-unsur pemerintah (pusat dan daerah), 
birokrasi, lembaga pendidikan, polisi, militer, dan badan intelejen. Masuk dalam 
ranah pasar adalah pasar itu sendiri, perusahaan, asosiasi pengusaha, dan lain-lain. 
Hubungan di antara, masyarakat sipil, dan pasar diatur oleh regulasi (aturan 
undang-undang dan peraturan lainnya). Intervensi atau penetrasi negara terhadap 
masyarakat sipil, masyarakat politik, dan pasar ditentukan oleh kadar maupun 
jumlah regulasi. Demikian pula kemandirian masyarakat sipil terhadap pelaku-
pelaku pasar sangat dipengaruhi oleh bantuan dana yang diberikan sektor pasar.  
 
B. Kajian Hasil Penelitian 
 Penelilitian yang mengkaji tentang perkawinan, keluarga sakinah dan 
masyarakat madani ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, kajian 
yang akan peneliti lakukan, baik judul maupun permasalahannya, sebagaimana 
telah dikemukakan di bagian permasalahan di atas, berbeda dengan penelitian-
penelitian terdahulu.  
  Pertama, sebuah buku karya Zaitunah Subhan yang berjudul Membina 
Keluarga Sakinah. 
82
 Buku ini membahas dengan cukup seksama berbagai seluk 
                                                          
 
82
 Yogyakarta: Lkis, 2004 
58 
 
beluk tentang keluarga sakinah. Di antaranya, dalam buku ini dibahas tentang 
dasar-dasar keluarga sakinah dan bagaimana cara menggapainya atas dasar 
tuntunan ajaran Islam.  
  Kedua, sebuah buku yang diterbitkan oleh BP-4 yang berjudul Buku 
Pintar Keluarga Muslim.
83
 Tidak berbeda jauh dengan karya Zaitunah, buku 
inipun membahas seputar perkawinan, seluk beluk keluarga sakinah dan cara 
menggapainya menurut tuntunan ajaran Islam. 
  Kedua karya ini, tampak tidak berusaha mengkaji hubungan dan benang 
merah antara perkawinan, keluarga sakinah dan masyarakat madani. Karya ini 
juga tidak membahas secara khusus bagaimana mewujudkan masyarakat madani 
berdasarkan hukum keluarga Islam perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan.  
 
C.  Kerangka Berpikir 
 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan 
perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Tujuan hidup berkeluarga adalah memperoleh kebahagiaan. Tak ada 
satupun keluarga yang menginginkan kehidupan keluarganya berantakan (broken 
home). Ketika sepasang suami-isteri tertimpa prahara dalam kehidupan rumah 
tangganya. Mereka akan selalu berupaya dengan berbagai macam cara agar 
keluarganya tetap bertahan dalam keutuhan. Mereka tidak akan rela 
kebahagiaanya terenggut. Terlebih mereka yang telah memiliki keturunan. 
Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana psikologi anak-anak mereka jika 
keutuhan rumah tangganya terganggu. 
 Dalam ajaran Islam keluarga bahagia kerapkali disebut sebagai kelurga 
sakinah. Istilah keluarga sakinah  berasal dari dua kata, 
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yakni: “keluarga” dan “sakinah”. Bagaimana teori keluarga sakinah dibangun? 
Dan bagaimana cara menggapai keluarga sakinah dalam kehidupan berumah 
tangga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini dibahas 
tentang konsep keluarga sakinah dan cara menggapainya dalam kehidupan 
berumah tangga.  
 Masyarakat sebagai kumpulan dari keluarga menginginkan berada dalam 
kondisi yang makmur, aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, ide untuk 
menciptakan masyarakat madani, sebuah gambaran tentang masyarakat sukses 
yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. disambut dengan hangat. 
Namun tidak mudah kita menemukan tulisan yang menerangkan cara 
mencapainya. Berikut ini bagan proses tercapainya masyarakat madani diawali 
dari komitmen perkawinan kemudian membentuk keluarga sakinah berdasarkan 
UU No.1 Tahun 1974 yang pada akhirnya tergapai cita-cita masyarakat ideal, 
sebuah masyarakat madani. 
 
 
 
Gambar 1 
Pencapaian Masyarakat Madani 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kepustakaan. Data primernya berupa undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi hukum Islam 
(fiqih), sedangkan data sekundernya berupa karya-karya lain yang langsung atau 
tidak langsung berkaitan dengan perkawinan, keluarga sakinah, masyarakat 
madani dan hukum keluarga Islam secara umum. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik dokumentasi, baik yang primer maupun yang sekunder. Di samping itu, 
agar dapat diperoleh sejumlah data yang terkini, dilakukan penelusuran data 
melalui internet. Hasil telaahan dari dokumen-dokumen itu diidentifikasi dan 
dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.  
 
C. Teknik Analisis Data 
 Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi 
data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan 
yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, 
dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. 
Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data 
dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya, dengan 
tetap berpegang pada pendekatan analisis hukum keluarga Islam. Setelah proses 
diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu 
diverifikasi agar kebenarannya teruji. Baik proses reduksi (seleksi data), proses 
diskripsi, dan proses penyimpulan dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, 
terus-menerus, dan susul-menyusul, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang 
akurat. Kemudian, barulah disusun sebuah teks naratif kedua, yang berupa laporan 
akhir penelitian ini. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN 
 
D. Deskripsi Data 
  Deskripsi data adalah upaya menampilkan data agar data tersebut 
dapat dipaparkan secara baik dan diintepretasikan secara mudah. 
Deskripsi data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang 
mudah terbaca secara lengkap. Berikut ini deskripsi data terkait 
perkawinan, keluarga sakinah dan masyarakat madani. 
 
1. Perkawinan  
  Rata-rata Umur Perkawinan menurut Daerah dan jenis kelamin, 
Indonesia, 1992-2005.  
Tahun 
Year 
Perkotaan/Urban Perdesaan/Rural Total 
Perempuan 
Female 
Laki-
laki 
Male 
Perempuan 
Female 
Laki-
laki 
Male 
Perempuan 
Female 
Laki-
laki 
Male 
1992. 24.0 27.2 20.9 24.9 22.0 25.8 
1993. 23.9 27.4 20.8 24.8 22.3 26.0 
1994. 24.5 27.7 21.7 25.2 22.7 26.1 
1995. 24.1 27.4 21.0 24.9 22.3 25.9 
1996. 24.4 27.6 21.1 24.9 22.5 26.0 
1997. 24.6 27.7 21.2 25.1 22.6 26.2 
1998. 24.7 27.9 21.2 25.1 22.7 26.3 
1999. 24.8 28.1 21.5 25.6 23.0 26.7 
2000. 24.6 28.0 21.5 25.5 22.9 26.7 
2001. 24.0 27.4 21.0 25.2 22.4 26.2 
2002. 24.4 27.6 21.4 25.4 22.9 26.5 
2003. 24.5 27.8 21.7 25.7 23.0 26.7 
2004. 24.3 27.6 21.6 25.7 22.9 26.6 
2005. 24.6 27.9 21.9 26.1 23.2 26.9 
 
 
Gambar 2 
Umur Perkawinan84 
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a. Studi IPSOS: Indeks Kebahagiaan di Dunia 
 
Gambar 2:  
Indeks Kebahagiaan di Dunia85 
 
b. Studi OECD-PBB: Indeks Kebahagiaan di ASEAN  
 Studi OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development)-PBB 2013 melaporkan bahwa hasil pemeringkatan indikator 
kebahagiaan negara-negara di kawasan ASEAN adalah seperti berikut:  
 
Ranking Negara Nilai 
30 
36 
56  
63 
Singapura  
Thailand  
Malaysia  
Vietnam  
6.546 
6.371 
5.760 
5.533 
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76 
92 
109 
140 
Indonesia  
Filipina  
Laos  
Kamboja    
5.348 
4.985 
4.784 
4.067  
 
Gambar 3:   
Indeks Kebahagiaan di ASEAN
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c. Studi MPIDR: Kawin dan Harapan Hidup 
 Studi The Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock 
(MPIDR) terbaru menunjukkan bahwa menikah meningkatkan harapan hidup pria 
dan wanita di atas orang-orang yang belum menikah. Wanita juga umumnya lebih 
beruntung daripada laki-laki; seluruh dunia berharap hidup mereka melebihi laki-
laki selama beberapa tahun.
87
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Gambar 4:  
Selisih Umur Pasangan
88
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Gambar 5:  
Umur Perkawinan di Amerika Serikat
89
 
 
d. Studi BPS: Indeks Kebahagiaa di Indonesia 
 
Karakteristik Ekonomi dan Demografi Indeks Kebahagiaan 
    
(1) (2) 
    
Klasifikasi Wilayah:   
Perkotaan 65,92 
Perdesaan 64,32 
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Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Sebulan:  
Lebih dari Rp7.200.000 74,64 
Rp 4.800.001–Rp7.200.000 72,37 
Rp 3.000.001–Rp4.800.000 70,34 
Rp 1.800.001–Rp3.000.000 67,07 
Hingga Rp 1.800.000 61,80 
    
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:   
Tidak Pernah Sekolah 61,69 
Tidak Tamat SD/MI 61,90 
SD/MI 63,93 
SMP/MTs 65,56 
SMA/SMK/MA 67,63 
Diploma I/II/III 70,12 
Diploma IV/S1 72,68 
S2, S3 75,58 
    
Kelompok Umur:   
17–24 Tahun 65,31 
25–40 Tahun 65,28 
41–64 Tahun 65,12 
65 Tahun Keatas 63,94 
    
Status Perkawinan:   
Belum Menikah 64,99 
Menikah 65,31 
Cerai Hidup 60,55 
Cerai Mati 63,49 
    
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:   
1 Orang 62,32 
2 Orang 64,52 
3 Orang 65,66 
4 Orang 65,90 
5 Orang Atau Lebih 64,53 
    
Indonesia 65,11 
    
 
Gambar 5: 
Indeks Kebahagiaan di Indonesia
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3. Masyarakat Madani 
 
 
 
Gambar 6: 
Korelasi Perkawinan, Keluarga Sakinah dan Masyarakat Madani 
 
E. Analisis Data 
 
  Analisis data di penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu proses secara 
sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari kajian 
dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Berikut 
ini analisis data berdasarkan kajian dokumen dari data yang telah dideskripsikan 
di atas. 
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1. Perkawinan  
 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan 
mengantarkan sebuah perkawinan bagi masyarakat Indonesia menjadi keluarga 
sakinah tampaknya menuai hasil. Setidaknya hal ini dapat dilihat di statistik umur 
rata-rata perkawinan menurut daerah dan jenis kelamin di Indonesia pada tahun 
1992-2005. Di statistik ini tampak masyarakat Indonesia umumnya melakukan 
perkawinan di atas usia minimal perkawinan. Standar umur minimal untuk 
perkawinan sesuai undang-undang nomor tahun 1974, bagi laki-laki minimal 
sudah berusia 19 tahun, dan perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. 
Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah 
satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali. 
2. Keluarga Sakinah 
a. Studi IPSOS: Masyarakat Indonesia Paling Bahagia di Dunia 
 Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Ipsos, perusahaan riset global, 
warga Indonesia merasakan kebahagiaan paling besar dibandingkan warga negara 
lain di dunia. Sekitar 51% responden mengaku „sangat bahagia‟. Rasio ini bahkan 
mencapai 92% bila digabungkan dengan responden yang menyatakan bahwa 
mereka „cukup bahagia‟. 
 Sebagai perbandingan 22% dari warga di 24 negara umumnya mengatakan 
mereka „sangat bahagia‟dengan hidup mereka, dan delapan dari sepuluh warga 
(77%) menyatakan mereka „bahagia‟. Sebuah tolak ukur yang mengidentifikasi 
kedalaman komparatif dan intensitas kebahagiaan antar warga negara di dunia. 
 18.687 orang dewasa berpartisipasi dalam jajak pendapat ini yang di 
lakukan dari 1 November hingga 15 November 2011. Salah satu hasil jajak 
pendapat menunjukkan bahwa mereka yang sudah menikah (26%) merasa „sangat 
bahagia‟, dan tampaknya menjadi kelompok paling bahagia bila dibandingkan 
dengan semua kelompok demografis lainnya, terutama mereka yang belum 
menikah (18% ).
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 Kondisi tersebut, sejak Desember 2012, mengalami penurunan sebanyak 2 
poin. Namun warga Indonesia tetap bertahan sebagai orang yang paling bahagia.  
Dua dari sepuluh (20%) menunjukkan mereka sangat bahagia, turun dua poin dari 
waktu yang sama tahun lalu (22%). Orang-orang muda tampil sebagai kelompok 
yang paling bahagia pada tingkat global, yakni orang-orang yang berada di bawah 
usia 35 (24%) lebih menunjukkan bahwa mereka 'sangat bahagia' daripada mereka 
yang 35-49 (18%) dan 50-64 (16%) di seluruh negara yang disurvei. Selanjutnya, 
sosial-ekonomi memainkan peran sebagai orang-orang dengan pendidikan tinggi 
(24%) dan mereka yang memiliki pendapatan rumah tangga yang tinggi (22%) di 
antara mereka menunjukkan 'sangat bahagia'. Orang yang menikah (23%) merasa 
lebih 'sangat bahagia' daripada mereka yang belum menikah dan tidak ada 
perbedaan statistik dalam kebahagiaan di jender (20%)
92
 
b. Studi OECD-PBB: Masyarakat Indonesia Merasa Bahagia di ASEAN  
 Studi OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development)-PBB 2013 melaporkan bahwa hasil pemeringkatan indikator 
kebahagiaan negara-negara di kawasan ASEAN adalah seperti berikut:   
 Pada laporan OECD juga ditekankan pentingnya upaya pencegahan 
depresi sosial yang berdampak pada penurunan produktivitas kerja, data yang 
dihimpun OECD menunjukkan sekitar 10% populasi dunia menderita depresi 
klinis atau gangguan kecemasan yang dapat berujung pada timbulnya kecacatan 
dan absensi. Sementara di sisi lain tingginya biaya perawatan bagi para penderita 
gangguan kejiwaan yang sudah barang tentu akan menguras uang tabungan 
keluarga. 
 Apa manfaat pertanyaan tersebut bagi negara? Negara menggunakan 
indikator kesejahteraan sebagai data untuk meningkatkan pembuatan kebijakan 
yang pro rakyat. Hal ini pulalah yang dapat membantu kesulitan para praktisi dan 
politisi ketika harus meracik kebijakan publik yang berorientasi pada upaya 
peningkatan kesejahteraan rakyat.Sehingga bidang mana yang patut diperhatikan 
dan dipertimbangkan dalam konsep pembangunan sehingga kebijakan publik yang 
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dihasilkan mampu memberi daya ungkit bagi pencapaian kesejahteraan, seperti 
misalnya bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. 
 Bagi Indonesia pemeringkatan kebahagiaan dapat dijadikan sebagai titik 
tolak bagi upaya pengentasan kemiskinan dan para pemangku kebijakan selalu 
diingatkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar target angka, akan tetapi 
memastikan bahwa semua warga tidak ada yang tertinggal dalam lembah 
kemiskinan. Sebuah langkah ambisius memang, semoga kebahagiaan senantiasa 
cepat hadir di dalam keluarga meski dalam cengkraman kemiskinan. Indikator 
kebahagiaan yang disusun OECD bagi suatu negara bertujuan sebagai salah satu 
pemicu dan pemacu pencapaian kesejahteraan warganya.
93
 
c. Studi MPIDR: Menikah Meningkatkan Harapan Hidup 
 Studi The Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock 
(MPIDR) terbaru menunjukkan bahwa menikah meningkatkan harapan hidup pria 
dan wanita di atas orang-orang yang belum menikah. Wanita juga umumnya lebih 
beruntung daripada laki-laki; seluruh dunia berharap hidup mereka melebihi laki-
laki selama beberapa tahun.
94
  
Gambar 3: Gap Umur Pasangan  
 Harapan hidup seorang wanita lebih pendek (lantaran) semakin besar 
perbedaan usia dari suaminya, terlepas dari apakah dia lebih muda atau lebih tua 
darinya. Namun, jika yang lebih muda isterinya, semakin lama hidup seorang pria. 
Wanita menikahi pasangan tujuh sampai sembilan tahun lebih muda 
meningkatkan risiko kematian sebesar 20 persen dibandingkan dengan pasangan 
di mana kedua pasangan berusia sama. Tapi risiko kematian dari seorang suami 
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yang tujuh sampai sembilan tahun lebih tua dari isterinya berkurang sebelas 
persen. (Sumber: Sven Drefahl)  
 Menurut studi Drefahl, yang diterbitkan 12 Mei dalam jurnal 
Demography, perempuan menikahi pasangan tujuh sampai sembilan tahun lebih 
muda meningkatkan risiko kematian sebesar 20 persen. Oleh karena itu, "pilihan 
kesehatan" bisa tidak berlaku bagi perempuan; wanita sehat ternyata tidak 
mengejar pria yang lebih muda. Sementara banyak studi tentang pasangan pilihan 
menunjukkan bahwa perempuan kebanyakan lebih suka pada pria yang berusia 
sama, kebanyakan dari mereka berakhir dengan suami yang lebih tua. Di Amerika 
Serikat, rata-rata pria adalah 2, 3 tahun lebih tua dari isterinya. (lihat gambar 2). 
"Ini bukan berarti bahwa wanita tidak bisa menemukan pasangan yang lebih 
muda, mayoritas hanya tidak menginginkan," kata Sven Drefahl. 
Gambar 4: Umur Perkawinan di Amerika Serikat  
 Isteri lebih muda yang diinginkan: di Amerika Serikat pengantin pria 
adalah 2, 3 tahun lebih tua dari isterinya (rata-rata 1947-2009). Usia rata-rata 
pernikahan terjadi sampai Perang Dunia II dan telah meningkat sejak itu. Pada 
tahun 2009 28,1 tahun untuk pria dan 25,9 tahun untuk wanita. (Sumber: Biro 
Sensus AS)  
 Hal ini juga diragukan bahwa isteri lebih tua berdampak secara psikologis 
dan sosial dari suami yang lebih muda. Dampak ini hanya tampaknya berlaku 
untuk pria. "Rata-rata, laki-laki memiliki kontak sosial yang lebih sedikit dan 
kualitas yang lebih rendah daripada perempuan," kata Sven Drefahl. Dengan 
demikian, tidak seperti dampak dari isteri lebih muda, suami lebih muda tidak 
akan membantu memperpanjang umur isterinya yang lebih tua dengan 
merawatnya, pergi berjalan-jalan dengan dia dan menikmati akhir hidup bersama-
sama. Dia telah memiliki teman untuk itu. Pria yang lebih tua, bagaimanapun, 
tidak.   
 Ini berarti bahwa perempuan tidak memperoleh manfaat dengan memiliki 
pasangan yang lebih muda, tapi mengapa hidup mereka menjadi pendek? "Salah 
satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa beberapa pasangan dengan suami 
yang lebih muda melanggar norma-norma sosial dan dengan demikian menderita 
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sanksi sosial," kata Sven Drefahl. Sejak menikah dengan suami yang lebih muda 
ia telah menyimpang dari adat kebiasaan yang dihargai, pasangan ini dapat 
dianggap sebagai orang luar dan kurang mendapat dukungan sosial. Ini bisa 
mengakibatkan kehidupan yang kurang menyenangkan dan lebih stres, 
mengurangi kesehatan, dan akhirnya, kematian meningkat.  
 Sementara studi MPIDR baru menunjukkan bahwa pernikahan merugikan 
sebagian besar wanita ketika usia mereka tidak sama dengan suami mereka, itu 
tidak benar bahwa pernikahan pada umumnya kurang baik. Menikah 
meningkatkan harapan hidup pria dan wanita di atas orang-orang yang belum 
menikah. Wanita juga umumnya lebih beruntung daripada laki-laki; seluruh dunia 
berharap hidup mereka melebihi laki-laki selama beberapa tahun.  
d. Studi BPS: Menikah Membuat Hidup Lebih Bahagia 
 Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei untuk mengukur 
tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia. Hasilnya, Indeks Kebahagiaan 
Indonesia tahun 2013 adalah 65,11 dari skala 0 - 100, di mana 100 merefleksikan 
kondisi sangat bahagia. Dengan indeks 65,11 tersebut, masyarakat Indonesia 
berada pada posisi „cukup bahagia‟. 
 BPS melakukan survei di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah 
responden 10 ribu rumah tangga. Terdapat 10 domain yang menjadi indikator 
indeks kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap pekerjaan, pendapatan rumah 
tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, 
hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungandan kondisi 
keamanan. 
 Salah satu hasil survei ini menunjukkan bahwa orang yang menikah 
memiliki indeks kebahagiaan lebih tinggi daripada yang belum menikah. Indeks 
kebahagiaan orang yang belum menikah berada di posisi 64,99 sedangkan orang 
yang sudah menikah 65,31. Hal ini menandakan, pernikahan menjadi faktor 
penambah kebahagiaan. 
 Sebaliknya, perceraian membuat kebahagiaan menjadi berkurang. Hasil 
survei BPS menunjukkan bahwa perceraian telah menurunkan indeks kebahagiaan 
seseorang.  Orang yang berstatus cerai mati indeks kebahagiaannya 63,49, 
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sedangkan status cerai hidup memiliki skala 60,55. Hal ini memberikan informasi 
bahwa perceraian telah membuat seseorang kehilangan sangat banyak 
kebahagiaan, bahkan lebih rendah indeks mereka dibandingkan dengan orang 
yang belum menikah. 
 Indeks kebahagiaan orang yang belum menikah berada di posisi 64,99, di 
bawah rata-rata indeks kebahagiaan secara umum, 65,11. Sementara cerai mati 
berada di posisi lebih bawah lagi, yaitu 63,49 dan cerai hidup paling rendah, yaitu 
60,55. Bisa jadi ada berbagai tekanan psikis yang dihadapi oleh orang yang cerai 
hidup, termasuk beban ekonomi dan sosial, serta pandangan negatif beberapa 
kalangan masyarakat terhadap status tersebut. 
3. Masyarakat Madani  
  Konsep perkawinan, keluarga sakinah dan masyarakat madani merupakan 
siklus kehidupan yang memiliki korelalasi antara satu dengan yang lainnya. 
Perkawinan adalah awal yang menentukan bagi terbentuknya keluarga sakinah. 
Sementara keluarga sakinah adalah satuan terkecil yang membentuk masyarakat 
madani. 
 
F. C. Pembahasan    
 Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda 
menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat 
dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda 
atau duda. Konsep perkawinan dalam lingkup demografi dan kependudukan lebih 
difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan 
hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat 
dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang atau 
peraturan hukum yang ada (perkawinan de jure) ataupun tanpa pengesahan 
perkawinan (de facto). Konsep ini dipakai terutama untuk mengkaitkan status 
perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang 
diakibatkan oleh panjang-pendeknya perkawinan atau hidup bersama ini.  
 Untuk keperluan studi demografi, Badan Pusat Statistik mendefinisikan 
seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat 
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pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah 
maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah 
sebagai suami istri
95
. Definisi luas tentang perkawinan ini digunakan oleh BPS 
karena dalam kenyataannya pada suatu masyarakat sering diketemukan banyak 
pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan 
yang sah secara hukum. Seringkali hal ini disebabkan karena persyaratan 
perkawinan yang sah memberatkan kedua belah pihak yang hendak menikah, 
misalnya biaya perhelatan adat yang terlampau tinggi, tidak mampu membayar 
biaya memproses perkawinan yang sah atau biaya mahar yang tidak terjangkau 
oleh pasangan yang hendak menikah secara resmi.
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 Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksana 
program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program-program 
peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Perkawinan usia dini 
akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari sisi ketidak 
siapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah 
tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon Ibu remaja dalam mengandung dan 
melahirkan bayinya. Dalam hal kehamilan yang tidak dikehendaki karena usia 
calon Ibu masih sangat muda, ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan 
secara illegal dan tidak aman secara medis. Pengguguran kandungan semacam ini 
dapat berakibat komplikasi aborsi. Program konseling maupun pelayanan 
kesehatan reproduksi remaja akan dapat dilakukan secara tepat apabila 
mengetahui berapa banyaknya dan dimana perkawinan usia dini terdapat.  
 Diketahuinya berapa besar pasangan usia subur (persentase perempuan 
usia subur yang menikah) akan memudahkan para perencana program KB untuk 
mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan dikemudian hari 
anak-anak yang dilahirkan para Ibu ini akan menjadi generasi yang sehat dan 
berpotensi tinggi sebagai sumber daya manusia yang handal. 
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 Dari sisi lain, data mengenai banyaknya pasangan suami isteri serta rata-
rata umur kawin laki-laki dan perempuan akan menjadi bahan utama 
pengembangan kebijakan penyediaan pelayanan dasar lainnya seperti 
pengembangan perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan 
dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi dan lain lain.
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 Ada beberapa konsep dalam membahas perkawinan di Indonesia. Salah 
satunya adalah konsep Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan no.1 
Tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-
Undang ini berlaku standar umur minimal bagi yang hendak melakukan 
perkawinan. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk 
perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 
tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk 
sebagai wali. 
 Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan 
perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Ini dipandang lebih 
menenangkan lantaran secara psikologis sesuai dengan keyakinan agamanya dan 
secara legal dapat terlindungi kehidupan perkawinannya. Maka, kehidupan 
perkawinan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih 
kondusif bagi terbangunnya keluarga sakinah. Atas dasar ini, keluarga sakinah 
tampaknya dapat dipandang sebagai keluarga yang memiliki integritas moral dan 
kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Sementara integritas moral dan 
kesadaran hukum adalah substansi dari masyarakat madani sebagaimana definisi 
masyarakat madani yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim. Yaitu: sistem sosial 
yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara 
kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. 
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BAB V  
PENUTUP 
C. Kesimpulan  
 
 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan 
perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Tujuan hidup berkeluarga adalah memperoleh kebahagiaan. Tak ada 
satupun keluarga yang menginginkan kehidupan keluarganya berantakan (broken 
home). Dalam ajaran Islam keluarga bahagia kerapkali disebut sebagai keluarga 
sakinah.  
 Masyarakat sebagai kumpulan dari keluarga menginginkan berada dalam 
kondisi yang adil, makmur, aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, ide untuk 
menciptakan masyarakat madani, sebuah gambaran tentang masyarakat sukses 
yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. disambut dengan hangat.  
 Perkawinan yang dilakukan sesuai prosedur UU No.1 Tahun 1974 dapat 
melahirkan keluarga sakinah. Keluarga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih 
sayang. Kumpulan keluarga sakinah yang membentuk sebuah masyarakat dapat 
mewujudkan masyarakat madani. Sebuah masyarakat ideal yang dicita-citakan 
oleh masyarakat Islam dan masyarakat dunia pada umumnya. Masyarakat yang 
adil, makmur, aman, tenteram dan damai.  
 
D. Saran  
 
  Konsep perkawinan, keluarga sakinah dan masyarakat madani 
merupakan sebuah mata rantai dalam sistem kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang memiliki korelasi antara satu aspek dengan aspek yang 
lainnya. Oleh karena itu, setiap pengambil kebijakan yang hendak 
membangun aspek-aspek tersebut hendaknya menyentuh masing-masing 
aspek tersebut secara serentak dan simultan.    
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LAMPIRAN 
I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
 
 
 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang 
Perkawinan 
 
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang : 
bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum 
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 
semua warga negara. 
 
Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
 
M E M U T U S K A N: 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 
  BAB I 
DASAR PERKAWINAN 
 
Pasal 1 
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Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 
Pasal 2 
 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 3 
 
(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang 
wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 
dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
Pasal 4 
 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada 
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 
a. isteri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Pasal 5 
 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-
syarat berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anakmereka. 
 
2 
(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila 
tidak ada kaber dari isterinya selamasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan. 
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BAB II 
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 
 
Pasal 6 
 
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) 
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
menyatakan kehendaknya. 
(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), 
(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 
dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengarorang-orang yang 
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukunmasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain. 
 
Pasal 7 
 
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak 
pria atau pihak wanita. 
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 
tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 
yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 
 
Pasal 8 
 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
 a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
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b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya; 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang 
berlaku dilarang kawin. 
 
Pasal 9 
 
Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, 
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-
undang ini. 
Pasal 10 
 
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan 
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
 
Pasal 11 
 
(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
 
Pasal 12 
 
Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 
 
BAB III 
PENCEGAHAN PERKAWINAN 
 
Pasal 13 
 
Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
 
Pasal 14 
 
(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu 
dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
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(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai 
berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-
nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang 
mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat 
(1) pasal ini. 
 Pasal 15 
 
Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah 
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan 
pasal 4 Undang-undang ini. 
Pasal 16 
 
(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan 
apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. 
(2) Mngenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini 
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 17 
 
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum 
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada 
pegawai pencatat perkawinan. 
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai 
pencatat perkawinan. 
 
Pasal 18 
 
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan 
menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 
 
Pasal 19 
 
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 
 
Pasal 20 
 
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu 
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan 
dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini 
meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 
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Pasal 21 
 
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan 
tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak 
melangsungkan perkawinan. 
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin 
melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan 
diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai 
dengan alasan-alasan penolakannya. 
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan 
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, 
dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas. 
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan 
akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut 
ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. 
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang 
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin 
dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka. 
 
BAB IV 
BATALNYA PERKAWINAN 
 
Pasal 22 
 
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan. 
 
Pasal 23 
 
Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. 
b. Suami atau isteri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan 
setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 
 
Pasal 24 
 
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 
ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undangini. 
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Pasal 25 
Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, 
suami atau isteri. 
 
Pasal 26 
 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang 
tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh 
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan 
suami atau isteri. 
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat 
(1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri 
dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan 
perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 
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Pasal 27 
 
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 
melanggar hukum. 
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 
sangka mengenai diri suami atau isteri. 
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah 
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu 
masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya 
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 
 
Pasal 28 
 
(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 
a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan 
lain yang lebih dahulu. 
c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka 
memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
BAB V 
PERJANJIAN PERKAWINAN 
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Pasal 29 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 
pihak ketiga tersangkut. 
(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan. 
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali 
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga. 
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BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 
 
Pasal 30 
 
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 
 
Pasal 31 
 
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 
 
Pasal 32 
 
(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan olehsuami-isteri bersama. 
 
Pasal 33 
 
Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 
 
Pasal 34 
 
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
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(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 
 
BAB VII 
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 
 
Pasal 35 
 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang 
diperolehmasing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
 
Pasal 36 
 
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan 
kedua belah pihak. 
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
 
Pasal 37 
 
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya 
masing- masing. 
 
BAB VIII 
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 
 
Pasal 38 
 
Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian, 
b. Perceraian dan 
c. atas keputusan Pengadilan. 
 
Pasal 39 
 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 
isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersebut. 
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Pasal 40 
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri. 
 
Pasal 41 
 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 
keputusan. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya 
tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 
 
BAB IX 
KEDUDUKAN ANAK 
 
Pasal 42 
 
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah. 
 
Pasal 43 
 
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 44 
 
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, 
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu 
akibat dari perzinaan tersebut. 
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang berkepentingan. 
 
BAB X 
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 
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Pasal 45 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya 
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
 
Pasal 46 
 
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 
tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan 
bantuannya. 
 
Pasal 47 
 
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 
dalam dan di luar Pengadilan. 
Pasal 48 
 
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak 
itu menghendakinya. 
Pasal 49 
 
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 
yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang 
telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan 
dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 
b. Ia berkelakuan buruk sekali. 
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk 
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 
 
BAB XI 
PERWAKILAN 
 
Pasal 50 
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(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang 
tua, berada di bawah kekuasaan wali. 
(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 
bendanya. 
 
Pasal 51 
 
(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang 
tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 
2 (dua) orang saksi. 
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik. 
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya 
sebaik- baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. 
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya 
pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-
perubahan harta benda anak atauanak-anak itu. 
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya. 
 
Pasal 52 
 
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. 
 
Pasal 53 
 
(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam 
pasal 49Undang-undang ini. 
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. 
 
Pasal 54 
 
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah 
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan 
Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian 
tersebut. 
 
BAB XII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
 
Bagian Pertama 
Pembuktian Asal-usul Anak 
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Pasal 55 
 
(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang 
authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 
memenuhi syarat. 
(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat 
kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan 
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
 
Bagian Kedua 
Perkawinan di Luar Indonesia 
 
Pasal 56 
 
(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau 
seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana 
perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 
melanggar ketentuan Undang-undang ini. 
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 
Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. 
 
Bagian Ketiga 
Perkawinan Campuran 
 
Pasal 57 
 
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah 
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 
berlainan, karena perbedaankewarga-negaraan dan salah satu pihak 
berkewarganegaraan Indonesia. 
 
Pasal 58 
 
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat 
pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan 
dalam Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 
 
Pasal 59 
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(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik 
maupun hukum perdata. 
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut 
Undang- undang perkawinan ini. 
 
Pasal 60 
 
(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti 
bahwa syarat-syaratperkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-
masing telah dipenuhi. 
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah 
dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan 
perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku 
bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat 
keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan 
itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan 
keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi 
tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau 
tidak. 
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka 
keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). 
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai 
kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) 
bulan sesudah keterangan itu diberikan. 
 
Pasal 61 
 
(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 
(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa 
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat 
keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat 
(4)  Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 1(satu) bulan. 
(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia 
mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, 
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan 
dihukum jabatan. 
 
Pasal 62 
 
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat 
(1)Undang-undang ini. 
 
Bagian Keempat 
93 
 
Pengadilan 
 
Pasal 63 
(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:  
a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam. 
b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. 
(3) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. 
 
BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 64 
 
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang 
tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-
peraturan lama, adalah sah. 
 
Pasal 65 
 
(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum 
lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka 
berlakulah ketentuan- ketentuan berikut: 
a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri 
dan anaknya; 
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama 
yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu 
terjadi; 
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi 
sejak perkawinannya masing-masing. 
(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut 
Undang- undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-
ketentuan ayat (1) pasal ini. 
 
BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 66 
 
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang ini ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk 
Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran 
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(Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalamUndang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 67 
 
(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang 
pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, 
diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 
 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 
 
 
Diundangkan di Jakarta,     Disahkan di Jakarta, 
 
pada tanggal 2 Januari 1974     pada tanggal 2 Januari 1974  
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UMUM 
 
1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak 
adanya Undang-undangPerkawinan Nasional yang sekaligus 
menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan 
yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan 
dalam masyarakat kita. 
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan 
warganegara dan berbagai daerah seperti berikut: 
a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum 
agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; 
b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 
c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 
Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); 
d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina 
berlakuketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan 
sedikit perubahan; 
e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia 
keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; 
f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan 
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. 
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
makaUndang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang 
hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undangPerkawinan ini telah 
menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum 
Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas 
mengenaiperkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. 
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spirituil dan materiil. 
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian 
yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 
dimuat dalam daftar pencatatan. 
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c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki 
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, 
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya 
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh Pengadilan..h 
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di 
bawah umur. 
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi 
seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan 
itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi 
pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 
(enam belas) tahun bagi wanita. 
e. e.Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip 
untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 
Sidang Pengadilan. 
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. 
 Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak 
mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. 
 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah 
ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 
sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai 
unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang 
penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, 
yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi 
hak dan kewajiban orangtua.  
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Pasal 2 
Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945.  
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
termasuk  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam 
Undang-undang ini.  
  
Pasal 3 
(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.  
(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang 
tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-
ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. 
 
 
Pasal 4 
Cukup Jelas 
 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat 
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak 
azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang 
melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 
(2) Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan 
menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang 
tidak bertentangan denganketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ayat (2) Undang-undang ini 
(3) Cukup jelas. 
(4) Cukup jelas. 
(5) Cukup jelas. 
(6) Cukup jelas. 
(7) Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-
batas umur untuk perkawinan. 
(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang 
mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud 
pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan 
tidak berlaku. 
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(3) Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
 
Pasal 10 
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat 
membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan 
putusnya suatu perkawinan harus benar- benar dapat dipertimbangkan dan 
dipikirkan masak-masak. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, 
sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. 
 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 
 
Pasal 13 
Cukup jelas 
 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
 
Pasal 18 
Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
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Pasal 21 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, 
bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan 
lain. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
Cukup jelas 
 
Pasal 25 
Cukup jelas 
 
Pasal 26 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
Cukup jelas 
 
Pasal 29 
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik - talak. 
 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
 
Pasal 35 
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Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya 
masing- masing. 
 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum 
adat dan hukum- hukum lainnya. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
(1) Cukup jelas. 
(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 
lain di luar kemauannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-
tangga. 
(3) Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. 
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Pasal 45 
Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
Yang dimaksud dengan"kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan 
sebagai wali-nikah. 
 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
Cukup jelas.  
 
Pasal 54 
Cukup jelas. 
 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
Cukup jelas. 
 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
 
Pasal 60 
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Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
 
Pasal 62 
Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
 
Pasal 65 
Cukup jelas 
 
Pasal 66 
Cukup jelas. 
 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
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